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PENGANTAR PENERBIT

Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb Yang menguasai per-
bendaharaan di alam semesta ini dan mengaruniakannya kepada
setiap makhluk yang Ia kehendaki. Shalawat dan salam semoga
senantiasa tercurah kepada uswah kita, Rasulullah Muhammad
saw., juga kepada segenap keluarga, para sahabat, serta umat beliau
hingga akhir zaman. Amin.

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi: dimensi
hablum minallah atau dimensi vertikal dan dimensi hablum minan-
naas atau dimensi horizontal. Tbadah zakat bila ditunaikan dengan
baik, akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan
menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan
harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat
akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu me-
ningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai institusi peme-
rataan ekonomi.

Pada zaman keemasan [slam, zakat telah terbukti berperan
sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak
sekadar sebagai sebuah kewajiban, tetapi lebih daripada itu, zakat
dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga
sampai ke tangan yang berhak.

Pada awal tegaknya Islam, zakat hanya meliputi zakat per-
tanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat emas dan perak,
dan zakat harta terpendam. Seiring dengan perkembangan
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vi — Zakat dalam Perekonomian Modern

ekonomi, sumber zakat pun mengalami perkembangan ber-
dasarkan dalil ijmali dan qiyas (analogi), misalnya zakat profesi,
zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdangan uang
(money changer), zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat
madu dan produk hewani, dan zakat sektor modern lainnya.

Karya Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc. ini merupakan
jawaban atas sejumlah masalah yang beredar di kalangan umat
seputar zakat pada zaman sekarang. Suatu kebanggaan bagi kami
dapat menerbitkannya, sebagai sebuah sumbangan penting untuk
umat Islam di dalam ranah ekonomi ummumnya dan zakat
khususniya.

Buku ini diharapkan akan memberikan pemahaman kepada
kita tentang zakat di era modern dan semakin merangsang hadirnya
lembaga-lembaga pengelola zakat yang dikelola secara profesional.

Kami berharap, semoga ini dapat menjadi sebuah amal ibadah
bagi kami dan sebuah pencerahan bagi kehidupan umat. Amin.

Jakarta Shafar 1423 H
Mei 2002 M
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Segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT, Zat yang
telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia, khususnya
kepada penulis, sehingga dengan inayah dan hidayah-Nya penulis
dapat menyelesaikan karya ini. Karya ini pada mulanya merupakan
disertasi penulis dalam rangka memenubhi syarat mendapat gelar
Doktor dalam bidang ilmu agama Islam pada Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan telah
divjikan pada tanggal 7 Juli 2001 di hadapan dewan penguji yang
dipimpin oleh rektor 1AIN Syarif Hidayatullah jakarta Prof. Dr.
Azyumardi Azra. Tim Penguji terdiri dari Prof. Dr. H. Said Agil
Husin Munawwar, M.A. (merangkap sebagai pembimbing I), Prof.
Dr. Ir. H. Ahmad Muflih Saefuddin (merangkap sebagai
pembimbing I1), Prof. Dr. Hj. Huzaimah Y. Tanggo, Dr. H. Muslim
Nasution, dan Dr. Ir. H. Murasa Sarkaniputra. Untuk itu, kepada
tim penguji dan pembimbing tersebut dihaturkan terima kasih
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Viii — Zakat dalam Perekonomian Modern

dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Sebelum ujian promosi, salah secrang pemblmbmg telah
meninggal dunia, yaitu almarhum Dr. H. Satria Effendi M. Zein.
Beliau meninggal dunia dengan tenang, membawa amal saleh
selama hidupnya, mudah-mudahan Allah SWT menetima segala
amal ibadah dan mengampuni segala dosa dan kesalahannya.
Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan akan senantiasa
bersabar dan mengembalikan semua persoalan kepada Allah SWT,
karena memang kita berasal dari Allah SWT dan akan kembali
kepada-Nya.

Atas dasar permohonan berbagai pihak, terutama Badan Amil
Zakat dan Lembaga Amil Zakat di Indonesia, buku ini diharapkan
dapat disebarluaskan bagi kepentingan masyarakat umum,
terutama untuk memperkuat sosialisasi zakat yang kini semakin
digalakkan. Dengan sebab sosialisasi yang benar, diharapkan
masyarakat akan lebih memahami arti, makna, dan tujuan zakat
sehingga secara sadar mau menunaikannya. Dan alhamdulillah,
atas bantuan dari teman-teman Gema Insani Press (GIP), buku
ini akhirnya dapat diselesaikan dan diterbitkan.

Ucapan terima kasih dihaturkan pula kepada Departemen
Agama Republik Indonesia, cq. Direktorat Perguruan Tinggai
Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Kelembagaan Agama Islam
(BINBAGA) yang memberikan kesempatan pada penulis untuk
mengikuti Program Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri
Jakarta. Tentu saja program ini tidak akan berlangsung dengan
baik tanpa perhatian dan bimbingan dari pimpinan dan seluruh
jajaran Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta. Karena i, penulis mengucapkan terima
kasih yang setinggi-tingginya, terutama kepada Dr. A. Wahib
Mu'thi, M.A.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dompet
Dhuafa Republika, Baitul Maal Muamalat, dan BAZIS DKI Jakarta
yang telah membantu dalam menyediakan data-data yang
dibutuhkan. Khusus kepada Dompet Dhuafa Republika dan Harian
Umum Republika, penulis mengucapkan penghargaan yang
setinggi-tingginya yang telah mempercayakan kepada penulis
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menjadi ketua dewan syariah yang dengan sebab amanah tersebut,
penulis banyak mendapatkan pelajaran yang berharga di bidang
zakat, terutama ketika mengasuh rubrik konsultasi Z1S.

Ucapan terima kasih dihaturkan pula kepada teman sejawat
di Program Magister Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor,
Dr. Didin Saefuddin, M.A., Ir. Untung Wahono (yang telah
membantu memberikan bahan yang lengkap untuk bab kedua
buku ini), Dicky Virgantara, S.Ag., Muhammad Oscar Soleh, serta
para santri Ulil Albaab yang telah membantu sepenuhnya
penyusunan buku ini.

Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih kepada istri dan
kelima anak yang selalu mendorong untuk menyelesaikan buku
ini, di tengah kesibukan penulis dalam melaksanakan berbagai
tugas yang diamanahkan selama ini.

Akhirnya, meskipun buku ini telah selesai disusun, tetapi jauh
dari kesmpurnaan. Karenanya, kritik dan saran dari semua pihak
senantiasa penulis harapkan.

Kepada Allah SWT jualah, penulis lantunkan doa dan harapan
mudah-mudahan buku ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat
sehingga akan menambah timbangan amal kebaikan kelak
kemudian hari ketika mengadap Allah SWT, Amin.

Bogor’ Shafar 1423 H
Mei 2002 M
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PENDAHULUAN

Bismillahirrahmanirrahiim

Zakat adalah ibadah maaliyyah ijtima’iyyah yang memiliki
posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,! baik.dilihat
dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan
umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun
(rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana
diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi,? sehingga keberadaan-
nya dianggap sebagai ma'luum niinad-diin bidh-dharuurah atau
diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak
dari keislaman seseorang.® Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh
tujuh ayat* yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan
kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.® Di dalam Al-Qur'an

1 Yusuf al-Qaradhawi, Al-fbadah fil-Islam (Beirar: Muassasah Risatah, 1993), him.
235,

2 Misalnya, dalamn hadits riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, Shahih Muslim
(Riyadh: Daar el-5alaam, 1419 H), hlm. 683.

3 Al Yafie, Menggagas Figh Sosial (Bandung, 1994), hlm. 231,

* Yosuf al-Qaradhawi, Fighuz Zakat (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), him. 42.
Sebagian ulama berpendapat bahwa terdapat delapan puluh ayat yang menyejajarkan
kewajiban shalat dengan kewajiban zakat, Likat Sayyid Sabiq, Figh Sunnah (Kuwait:
Daar ¢)-Bayan, 1968}, jilid 3, him_ 5.

5 Kadangkala dalam bentuk fi'il madhi (kata kerja yang menunjulkkan masa lalu}
fiil mudhari (kata kerja yang munjuklan kata kerja sekarang dan masa yang akan datang),
Ji'il amr (perintzh), bahkan kadangkala dalam bentuk jumlak ismiyyah.

Zakat dafam Pereko;mﬁgn- Madern — 1



2 — Zakat datam Perekonomian Modern

terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara
sungguh-sungguh menunaikannya,® dan sebaliknya memberikan
ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan.” Karena itu,
khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang
yang shalat, tetapi idak mau mengeluarkan zakat ® Ketegasan sikap
ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah
suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan me-
mnunculkan berbagain kedurhakaan dan kemakstatan lain.

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen
pemerataaan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di
lembaga-lembaga pengumpul zakat,® karena pengetahuan
masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih
terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas
dinyatakan dalam Al-Qur’an dan hadits dengan persyaratan
tertentu. Oleh karena itu, salah satu pembahasan yang penting
dalam fiqih zakat adalah menentukan sumber-sumber harta yang
wajib dikeluarkan zakatnya (al-amwaal az-zakawiyyah) apalagi
bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang
dari waktu ke waktu. Al-Qur'an dan hadits secara eksplisit
menyebutkan beberapa jenis harta'yang wajib dizakati, seperti
emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan,
hewan ternak dan barang temuan (rikaz).'’ Sementara itu, Ibnul
Qayyim al-Jauziyah (wafat 751 H)"! menyatakan bahwa harta zakat

6 Dalam surah at-Taubah ayat 5 dan ayat 11 dinyatakan bahwa kesediaan berzakat
dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang kepada ajaran Islam. Dalam
surah al-Mukminuun ayat 4 dinyatakan bahwa kesediaan menunaikan zakat merupakan
salah aw indikaror orang-orang mukmin yang akan mendapat kebahagiaan.

7 Dalam surah at-Taubah ayat 34-35 dinyatakan bahwa orang-orang yang
menumpuk emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakainya maka hartanyz i
kelaknya di Hari Akhir akan berebah menjadi azab baginya,

8 Abu Bakar Jaabir zl-Jazaari, Minhajul-Muslim  Beiru: Daar ¢l-Fikr, 1976) hlm, 248,

9 Penelitiant terhadap hal ini sepengetahnan penulis belum pernah dilakukan,
tapi dari data-data yang ada di lembaga pengumpul zakat, maka terlihat betapa zakat
yang terkumpul tersebut masih sangat kecil jumlahnya.

10 Wahbah az-Zuhaili, al-Fighul-Islamy wa *Adillatuht (Beirut; Daar el-Fikr, 1998)
jilid 2, hlm. 758. ;

1 [bnul Qayyim al-Jauziyyah, Zaadul-Ma'aad fi Hady Khairil-had (Beirut: Daar
el-Fikr, 1995}, juz 2, hlm.3.
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itu terbagi atas empat kelompok besar. Pertama, kelompok
tanaman dan buah-buahan. Kedua, kelompok hewan ternak yang
terdiri dari tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Ketiga,
kelompok emas dan perak. Keempat, kelompok harta perdagangan
dengan berbagai jenisnya. Sedangkan rikaz atau barang temuarn,
sifatnya insidental. Dinyatakan pula dalam al-Amwaal’? bahwa
al-Amwaal az-Zakawiyyah (harta yang wajib dikeluarkan zakamya)
itu terbagi atas dua bagian. Pertama, harta zahir, yaitu harta yang
tampak dan tidak mungkin orang menyembunyikannya, seperti
tanaman dan buah-buahan. Kedua, harta batin, yaitu harta yang
mungkin saja seseorang menyembunyikannya, seperti emas dan
perak.

Dalam menentukan rincian al-Amwaal az-Zakawiyyah
terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.’® Sebagai contoh,
Imam Malik {(wafat 179 H) dan Imam Syafi'i (wafat 204 H)
mengemukakan bahwa yang dikenakan zakat dari jenis tumbuh-
tumbuhan ialah semua yang dijadikan bahan makanan pokok dan
tahan lama. Imam Ahmad (wafat 241 H) merumuskan bahwa
buah-buahan dan biji-bijian yang dimakan oleh manusia yang
lazim ditakar dan disimpan serta telah memenuhi persyaratan zakat
harus dikeluarkan zakatnya. Imam Abu Hanifah (wafat 150 H)
merumuskan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah
semua hasil bumi tadah hujan atau dengan upaya penyiraman,
kecuali kayu-kayuan dan rumput-rumputan. Hasil bumi berupa
kapas, tercatat merupakan pendapat Abu Yusuf sebagai salah satu
yang dikenakan zakat. Abu Hanifah dan Imam Ahmad meng-
kategorikan madu dalam kelompok hasil pertanian yang dikenakan
zakat."* Pendapat yang beragam akan ditemukan pula dalam
bidang harta peternakan, harta perdagangan, dan harta lainnya.

Yusuf al-Qaradhawi dalam Fighuz Zakat'> mengemukakan
berbagai pendapat para ulamna tentang al-amwaal az-zdkawiyyah

12 Abu Ubaid, Kitabul-Amwaal (Beirat: Daar el-Kutub, 1986), him. 14,

13 Abdurahman al-Jaziri, Al-figh ‘alal Manaazib al-Arba'ah (Mesir: Maktabah
Tijariyah t.t.), juz t, htm. 596,

it Ali Yafie, op. cit., hlm, 232.

15 Yusuf al-Qaradhawi, op. cit., hlm, 113,



4 — Zakat dalam Perekonomian Modern

yang sangat beragam dengan alasan masing-masing. Ada yang
meluaskan pendapamya, sehingga semua harta yang memenuhi
nishab termasuk ke dalam objek atau sumber zakat, Tetapi, ada
pula yang menyempitkan pendapatnya, sehingga al-amwaal az-
zakawiyyah bersifat tidak berubah sesuai dengan zahirnya nash
Al-Qur an dan hadits Nabi.

Di samping hal-hal yang bersifat rinci tersebut, Al-Qur’an pun
menggunakan istilah yang bersifat umum untuk objek atau sumber
zakat, yaitu harta sebagaimana dijelaskan dalam surah at-Taubah
ayat 103.

Harta yang dimiliki atau diinginkan untuk dimiliki oleh ma-
nusia, pada kenyataannya, sangat beragam dan berkembang terus-
menerus. Keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari
waktu ke waktu; tidak terlepas kaitannya dengan urf ’adat’ dalam
lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda.’® Di
Indonesia, misalnya, di bidang pertanian, di samping pertanian
yang bertumpu pada usaha pemenuhan kebutuhan pokok, sepert
tanaman padi dan jagung, kini sektor pertanian sudah terkait erat
dengan sektor perdagangan. Demikian pula sektor perdagangan
yang kini perkembangan sangal pesat, mencakup komoditi per-
dagangan hasil bumi, hasil hutan, hasil laut, dan sebagainya. Juga
kegiatan jasa yang melahirkan profesi yang bermacam-macam,
seperti konsultan dalam berbagai bidang kehidupan, tenaga
kesehatan (dokter dan para medis lainnya) tenaga ahli dalam ber-
bagai bidang, tenaga pengajar, para pegawai serta karyawan dalam
berbagai kegiatan ekonomi, dan sebagainya.

Sektor perdagangan dan perusahaan, kini juga melebar pada
perdagangan valuta asing, perdagangan saham, pasar modal,
obligasi, sertifikat, dan surat-surat berharga lainnya.'” Perusahaan
pun telah berkembang sedemikian rupa. Jika dahulu kebanyakan
bersifat perseorangan ataupun keluarga, kini berkembang menjadi
usaha bersama, semacam: CV, PT, koperasi, dan lain sebagainya ’®

Dari kajian figih zakat, timbul pertanyaan bagaimana

16 Alj Yafie, loc. cit.
17 5aid Agil Munawwar, "Makalah pada Seminar di Bandung,” 1998.
18 Ali Yafie, loc. cit.

.t.}':
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menempatkan beragam komaoditi dan jasa yang terus berkembang
dari masa ke masa sebagai sumber atau objek zakat, termasuk
yang berkaitan dengan nishab, besarnya zakat, waktu pengeluar-
annya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya, terutama juga
yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi modern. Masalah
ini menarik untuk dikaji secara mendalam. Karena itulah buku
ini disusun. Demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan hikmah
dan tujuan zakat diungkapkan kembali dalam buku ini agar lebih
dipahami dengan baik dan komprehensif. '

Sementara itu, terjadi perkembangan yang menarik di In-
donesia bahwa pengelolaan zakat, kini memasuki era baru, yaitu
dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengannya,
sekaligus berkaitan dengan pajak. Undang-undang tersebut adalah
Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 den
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan
Haji Nomor D/ tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Zakat serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat,
yaitu pada Bab IV tentang Pengumpulan Zakat, pasal 11 ayat (1)
dan ayat (2) dikemukakan secara eksplisit tentang harta yang
termasuk dalam objek zakat. Sementara dalam undang-undang
pajak, yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2000 dalam pasal 9
ayat (1) dikemukakan bahwa untuk menentukan besarnya
penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk
usaha tetap tidak boleh dikurangkan; (g) harta yang dihibahkan,
bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas peng-
hasilan nyata-nyata dibayarkan wajib pajak, orang pribadi pemeluk
agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang di-
miliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat (BAZ)
atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan disahkan oleh
pemerintah.
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Karena keterkaitan antara zakat dan pajak, terutama pajak
penghasilan, demikian kuat dalam kedua undang-undang tersebut,
maka dalam buku ini dikemukakan pula perbandingan antara
zakat dan pajak. Undang-undang tersebut pun menyiratkan
tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga
menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan
memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu
mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusi-
annya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan
kualitas hidup dan kehidupan para mustahik. Karena itu, masalah
tersebut dibahas juga dalam buku ini.

# ok %
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Bab Ke- 1

KONSEP TENTANG HARTA
DAN SUMBER ZAKAT

A. PENGERTIAN ZAKAT

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa
arti, yaitu al-barakatu keberkahan', al-namaa "pertumbuhan dan
perkembangan’, ath-thaharatu ’kesucian’, dan ash-shalahu 'ke-
beresan’.! Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama
mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu
dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat
itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang
Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan
kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu
pula.?

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan
dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali,
yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi
berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres
(baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah:
103 dan surah ar-Ruum: 39,

1 Majma Lughah al-'Arabiyyah, al-Mujam al-Wasith, (Mesir: Daar el-Ma'arif, 1972),
Juz T hlm 396.
2 thid, hlm. 396,

Zakat dalam Perekon;miétnj Modem -7
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/ = St W 2R e 2 A _{_
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"Ambillah zakat dari sebag:an harta mereka, dengan zakaf itu
kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah
untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman
jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.”

-
o /;/ ” f} o

P a9l el gy _,:)&swu‘,_‘r‘d

A A o;"}} Ltcor &
(JA&.AJ élﬁl_)lh& 49-_}\__)_}.1:__,'}‘

*Dan sesuatu riba (tambahan} yang karmu berikan agar dza
bertambah pada harta manusia, maka riba ifu tidak menambah pada
sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu
maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat
demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya.”

-

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata, yang walaupun
mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala
dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infak,
sedekah dan hak®, sebagaimana dinyatakan dalam surah at-
Taubah: 34, 60 dan 103 serta surah al-An'aam: 141,

RN TS e ARl S
A - /. - .- //
T At

* .. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan
tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah

3 Infak adalah menyerahkan harta unmuk kebajikan yang diperintahkan Allah SWT.
Sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk mendekatlean diri kepada
Allah SWT, Hak salzh satu artinya adalah ketetapan yang bersifat pasti. Lihat Majma’
Lughah al-‘Arabiyyah, ibid. , hlm. 189, 511 dan 942. .

e o
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kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang
pedih.”

A G SIS T LSRN
o A - . T o
i JGhAldat 30 AL B S b

ol - 2 asfodss

KOy SC=— B A Y R

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyaloh untuk orang-orang

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf

yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang

yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang

dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,
dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

I.f):d o K.

é e:l:.a.;- 3 - 'n_,ﬂ_,
”... dan funatkanlah haknya di hari memetiknya...”

Dipergunakannya kata-kata tersebut dengan maksud zakat,
hemat penulis karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan
zakat. Zakat disebut infak (at-Taubah:34) karena hakikatmya zakat
itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang
diperintahkan Allah SWT. Disebut sedekah (at-Taubah: 60 dan
103) karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah unwuk
mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT. Zakat disebut
hak, oleh karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang
bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka
yang berhak menerimanya (mustahik).

B. HIKMAH DAN MANFAAT ZAKAT

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang--sebagaimana
telah dikemukakan dalam bab I--mengandung hikmah dan man-
faat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan
orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta
yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat kese-

g
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luruhan.* :

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai
berikut.

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT,
mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan
rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus
dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus
membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini
sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah: 103
dan surah ar-Ruum: 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang
dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah
dalam surah Ibrahim: 7,

PR PP o R e e s s “toe -

‘:}lr::,ﬂ.ggkjj F.i.».kyw).‘i_)é—auo;)@_; ».{.JJL .)L}

P IRt

> gl

"Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan:

Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah

(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka
sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih”

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat
berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka,
terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan
lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT,
terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligns menghilangkan sifat
iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka,
ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup
banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekadar memenuhi
kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat
konsumtif dalam waktu <esaat, akan tetapi memberikan kecu-
kupan dan kesejahteraar kepada mereka, dengan cara meng-
hilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka

4 Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhkah dan Sosial, (Jakarta; PT.
Raja Grafindo Persada, 1998}, him. 82.
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menjadi miskin dan menderita’

Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, di samping akan
menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin
dan menderita, juga akan mengundang azab Allah SWT. Firman-
Nya dalam surah an-Nisaa® 37,

oo L) 2 o AL g’ e
r{_@.;\f’/’ o=y AL G 62255 A

/ - 9 -3
rv \_-,_4,.\..\ A28 pemllE5CE PPV I &
i Yattu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain
berbuat kikir, dan menyempurnakan karunia-Nya kepada mereka.
Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang
menghinakan.”

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang
kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh
waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena
kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan
untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan
lehiaroanva Allah SWT berfirman dalam al-Baqgarah: 273,

c.l ~ A

ot Q'quﬁw\_} ,un

- el

aaaS (_,: C A dasii 232 N30

L. A~ )4 -
I)‘é—-—"-‘ ,Ls..____r' I R _,J._...:Y rd*-'—-“\r-d-’.)-’”
o
T LB S Ef A0
(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad)
di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang
yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara

diri darimeminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-
sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan

5 Lihat berbagai pendapat ulama dalam Yusu{ al-Qaradhawi, Fikih Zakat, op. cit.,
hlm. 564.
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apa saja harta yang baik yang kamu natkahkan (di jalan Allah),
maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”

Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan
salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan
oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang
fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan ter-
perhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk
pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa me-
lakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana
firman Allah SWT dalam surah al-Mag’idah: 2,

._.- F2PRC A a N
. Gyﬂ s A \&b’.’\-ﬂj
”...Dan to:'ong—meno!onglah kamu dat’am {mengerjakan)
kebaikan dan takwa...”

Juga hadits Rasulullah saw riwayat Imam Bukhari® dari Anas,
bahwa Rasulullah bersabda,

L | P & 2 & .‘:, ,o .J’
éﬂf - .I- I-f .f’w

"Tidak dikatakan (tidak sempurna) iman seseorang, sehmgga ia
mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri.”

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan
sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti
sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi,
sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia
muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang me-
nuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir
dan miskin maupun sabilillah.”

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab
zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi
mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita
usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah

5 Shahik Bukhari (Riyadh: Daar el-Salaare, 2000), him. 3.
7 Sayyid Sabiq, op. cit., him. 146.
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SWT yang terdapat dalam surah al-Baqarah: 267, dan hadits -
Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.® Dalam
hadits tersebut Rasulullah saw bersabda,

§ S e B JEY o) P
"Allah SWT tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta
yang didapat secara tidak sah.”

Dalam hadits lain riwayat Imtam Bukhari dari Abu Hurairah,
Rasulullah saw. bersabda,

L—aw"\"aﬂ'lg}:n:\')gﬂbg—nn{dojud-km ﬁ”:;-
;f,L(,S’f{;;L.f-..:-L.aJLg:;:;J s l.gl..n...vd}'ld'l_,

L
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"Barangsiapa yang bersedekah dengan senilai .s‘ebyl kurma dari
hasil usaha yang halal, dan Allah tidak akan menerima kecuali dari
yang baik (halal). Dan Allah akan menerima sedekah yang baik
dengan tangan kanan-Nya, lalu mengembangkannya buat miliknya,
seperti halnya seseorang di antara kamu mengembangkan anak
ternaknya, sehingga hartanya ifu akan menjadi besar seperti sebuah
gunung.”

Hadits tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah
al-Baqarah: 276-277,

// w} ..‘,E./a/

,ra ,/" ,-‘ e A /, },’ 'ﬁa?
,_e.)n_,,t u_,..h'f OCAEA NI PR (1]
)/’/’} Ao, Kor # r s -}}D - A
\{Jyﬂ o2 H*“c—’r’i’p-c-uup-b 1)
"Allah mernusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Al-
lah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan

8 Shahih Mustim (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 111.

L
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selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, me-
ngerjakan amal saleh, mendirikan shalat, dan menunaiken zakat,
mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran
terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat me-
rupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan
zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun
pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pehdapatan, eco-
nomic with equity.® Monzer Kahf'® menyatakan zakat dan sitem
pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter
dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar.
Zakat, menurut Mustaq Ahmad ' adalah sumber utama kas negara
dan sekaligns merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang
dicanangkan Al-Quran. Zakat akan mencegah terjadinya akumu-
lasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong
manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan
distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif
untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap
muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai melewati nishab.
Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya
saja, secara tegas dilarang Allah SWT, sebagaimana firman-Nya
dalam Al-Quran surah al-Hasyr: 7

Es. e Wk gl g B
ﬁ.... A ,?L.._.:G\.“uy Z!_,’:wﬁ\j‘:{

" ..agar harta itu jangan hanya beredar df antara orang-orang

kaya saja di antara kamu....”

Ketujuh, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-
orang yang beritnan untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah
menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umamya untuk

9 Ahmad Muflih Saefuddin, Pengelolaan Zeakat ditinjau dari Aspek Ekonomi (Bontang;
Badan Dakwah Islamiyyah, LNG,1986}, him. 99.

10 Monzer Kahf, Ekonomi Islam, Telagh Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi
Istam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955), him. 88.

11 pMustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam. (Jakaria: Pustaka Al-Kautsar, 2001),
hlm. 75.
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mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan
yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan
keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki dan munfik.'?
Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan
kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh
umat Islam. Dengan demikian, zakat menurut Yusuf al-Qaradhawi®
adalah ibadah maaliyyah al-ijtima’iyyah, yaitu ibadah di bidang
harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan
dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

C. HARTA SEBAGAI SUMBER ZAKAT .

Secara umurm dan global Al-Qur an menyatakan bahwa zakat
itu diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti dikemukakan
dalam surah at-Taubah: 103 dan juga diambil dari setiap hasil
usaha yang baik dan halal, seperti juga digambarkan dalam surah
al-Bagarah: 267. Ketika menafsirkan ayat tersebut (at-Taubah: 103),
Imam al-Qurthubi'* (wafat tahun 671 H) mengemukakan bahwa
zakat itu diambil dari semua harta yang dimiliki, meskipun
kemudian Sunnah Nabi mengemukakan rincian harta yang wajib
dikeluarkan zakamya. Hal yang sama dikemukakan pula oleh
Imam ath-Thabari’® (wafat tahun 310 H) dalam kitab Jaami’ al-
Bayaan fi Ta'wil Al-Qu'ran. Sementara itu, Ahmad Mustafa al-
Maraghi (wafat tahun 1495 M) ketika menjelaskan firman Allah
surah al-Bagarah ayat 267 menyatakan bahwa ayat ini merupakan
perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk
mengeluarkan zakat (infak) dari hasil usaha yang terkait, baik
yang berupa mata uang, barang dagangan, hewan ternak, maupun
yang berbentuk tanaman, buah-buahan, dan biji-bijian.'® Sejalan
dengan itu, Muhammad Sulaiman Abdullah Asqar menyatakan

12 M. Zainal Muttagin, "Kewajiban Menjadi Muzakki,” makalah-pada seminar
Zakat antara Cita dan fakua, Bogor, Januari 1997.

13 vysuf al-Qaradhawi, al-Ibadah fi al-Islam (Beirut: Muasasah Risalah, 1993}, him. 238.

14 Al-Qurthubi, al-Jaami‘ li Akkam al-Qur'an (Beirut: Daar el-Kutub al-Tlmiyah,
19933, him. 156.

15 Ath-Thabari, Jami al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur-an (Beirut: Daar el-Kuhb al-Hmiyah,
1992), Jilid V1, hlm. 464

16 3)-Maraghi, Tafsir at-Maraghi (Kairo: Maktabah Tijarisah, 1365 H), Jilid 1, him. 39
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bahwa berzakat dan berinfak itu harus dari harta yang baik, terpilih
dan halal.¥’

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa yang dimaksud
dengan harta (al-amwaal) merupakan bentuk jamak dari kata maal,
dan maal bagi orang Arab, yang dengan bahasanya Al-Quran
diturunkan, adalah segala sesua yang diinginkan sekali oleh
manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ibnu Asyr,
sebagaimana dikutip Yosufal-Qaradhawi,'® mengemukakan bahwa
harta itu pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian
berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan
dimiliki. Ulama lain, sebagaimana dikutip Zarqa dalam Figh Is-
lam'® menyatakan bahwa harta itu adalah segala yang diinginkan
oleh manusia dan dimungkinkan menyimpannya sampai waktu
yang dibutuhkan. Sebagian ulama lain menambahkan pengertian
dengan menyatakan bahwa harta itu di samping diinginkan oleh
manusia, juga dimungkinkan diperjualbelikan atau dimanfaatkan.
Terhadap pengertian harta sebagaimana tersebut di atas, Zarqa
dalam Figh Islam memberikan kritikannya.

Pertama, bahwa keinginan dan tabiat manusia itu berbeda-
beda, bahkan kadangkala bertentangan antara yang sam dan
lainnya. Karena itu pengertian demikian tidak mungkin dapat di-
jadikan landasan dan ukuran dalam membedakan harta dengan
yang lainnya. Dan apabila dinyatakan bahwa kecenderungan dan
keinginan it bersifat lurus dan umum, maka tentu tidak dapat
dijadikan landasan pula, karena tidak ada batasannya yang jelas.

Kedua, bahwa dari sebagian jenis harta itu, terdapat harta yang
tidak mungkin menyimpannya seperti sayur-mayur, padahal ia adalah
harta yang sangat penting yang dibutuhkan manusia dalam ke-
hidupannya. Demikian pula terdapat sebagian harta yang tidak di-
inginkan oleh tabiat manusia tetapi menyembuhkannya, seperti obat-
obatan yang pahit. Hal-hal tersebut adalah harta yang bernilai yang
tidak tercakup oleh pengertian harta sebagaimana tersebut di atas.

17 Muhammad Sulaiman Abdullzh al-Asgar, Zubdah Tafsir (Kuwait: Wizarah al-
Auga§ wa Synun al-Islamiyah, 1985), him. 57
8 Yusuf al-Qaradhawi, Figh Zakat (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), him. 126.
19 Mustafa Ahmad Zarga, al-Figh al-Islami fi Tsanbihi al-Jadid (Damaskus: Jami'ah
Damskus, 1946), hlm. 118.
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Ketiga, terdapat sebagian harta yang tidak ada kepemilikannya
sebelum didapatkannya, termasuk pula pada harta, karena sifatnya
yang masih bebas, seperti ikan di laut.

Keempat, buah-buahan yang dapat dimakan, tetapi belum
matang, biasanya tidak diinginkan oleh tabiat manusia, dan tidak
pula dapat disimpan sampai waktu yang dibutuhkannya, tetapi
buah-buahan yang semacam ini tetap merupakan harta yang dapat
diperjualbelikan. )

Sejalan dengan hal-hal tersebut, Zarqa?® mengemukakan suatu
definisi yang memungkinkan tercakupnya berbagai harta, sesuai
dengan perkembangan keadaan dan zaman. [a menyatakan bahwa
harta itu adalah segala sesuatu yang konkret bersifat material yang
mempunyai nilai dalam pandangan manusia.

Pendapat Zarqa tersebut, tampaknya relatif hampir sama de-
ngan pendapat para ulama Mazhab Hanafi* yang menyatakan
bahwa harta itu adalah segala yang dapat dimiliki dan digunakan
menurut galibnya, seperti tanah, binatang, barang-barang per-
lengkapan, dan juga uang. Sesuatu yang meskipun dimiliki tetapi
tidak dapat dipergunakan, tidaklah termasuk harta, seperti se-
genggam tanah, setitik air, seekor, lebah, sebutir beras dan lain
sebagainya. Yusuf al-Qaradhawi® mengutip pendapat dalam al-
Kasyf al-Kabir menyatakan bahwa zakat itu hanya dapat di-
realisasikan dengan menyerahkan harta yang berwujud. Sebab itu,
apabila seorang miskin diberi hak menempati sebuah rumah
sebagai zakat, maka zakat itu belumlah terbayar, oleh karena man-
faat itu bukanlah harta yang berwujud. Tetapi Ibnu Najim?
menyatakan bahwa hal itu benar pada satu sisi, tetapi pada sisi
lain, manfaat pun kadangkala dapat berubah menjadi harta.

Dalam kaitannya dengan kewajiban zakat, maka pendapat
Mustafa Ahmad Zarqa dan pendapat Mazhab Hanafi dapat di-
jadikan sebagai rujukan. Bahwa zakat itu dikeluarkan dari harta

20 1tid. hlm. 119

21 Tbn Abidin, Haasytyah Raddul-Mukhtar {Mesir: Musthafa al-Baabi al-Halabi,
1998), him. 2.

22 Yusuf al-Qaradhawi, op, cit., him. 125.

B thid. hlm. 126.
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konkret yang bernilai dalam pandangan manusia dan dapat di-
gunakan menurut galibnya. Dengan demikian, segala harta yang
secara konkret belum terdapat contohnya di zaman Nabi, tetapi
dengan perkembangan perekonomian modemn sangat berharga dan
bernilai, maka termasuk kategori harta yang apabila memenuhi
syarat-syarat kewajiban zakat, harus dikeluarkan zakamya.

D. PERSYARATAN HARTA MENJADI SUMBER
ATAU OBJEK ZAKAT '

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan
standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada
umainya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek
zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apa-
bila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan,
misalnya belum mencapai nishab, maka harta tersebut belum men-
jadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meski-
pun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat
longgar yang dapat dilakukan oleh setiap muslim dalam setiap
situasi dan kondisi, yaitu infak atau sedekah. Hal ini sebagaimana
dikemukakan dalam firman-Nya surah Al Imran: 133-134,

* . /}-/-, Yy ) [ /
L,#JY‘_,&\‘,‘:J\LW /)(.._(ﬂ:_)uao_)a.ud”}f—_) /_,
Foae s Zan v 4

W\JJQ‘{;&&J\Q o_,A.n.ad_dt Wy mc-.l& i
1 \')‘*—-;:"“ ”'”U»LJTUEGULAG !/./ aa

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan
kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan
untuk orang-orang yang bertakwa. (Yaitu) orang-orang yang me-
nafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan
orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (ke-
salahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat ke-
bajikan.”

Juga firman-Nya dalam surah Faathir: 29,

N
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- 2 5{,/_ K P ////:
T N2 3N P
"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah
dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang
Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-
terangan, mereka ifu mengharapkan perniagaan yang tidak akan

)

merugi.

Dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari?* dari Addi bin
Hatim, ia berkata, Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda,

o2 et o G, %8
& 5503 G Wy S
"Takutlah (peliharalah) diri kalian dari siksa neraka, walaupun
dengan hanya menyedekahkan satu biji kurma.”

Bahkan, sedekah itu bukan hanya terbatas kepada hal-hal yang
bersifat material atau kebendaan semata, akan tetapi juga men-
cakup hal-hal yang bersifat nonmaterial, seperti memberi nasihat,
melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, mendamaikan dua orang
atau dua kelompok yang sedang bertentangan, membaca tasbih,
tahmid, tahlil, dan sebagainya. Dalam sebuah hadits riwayat Imam
Muslim? dari Abu Dzar, ia berkata,

¢

E \j@:rbjw&nyfiguyl;&fbﬁaurﬂ§
S8 ot s e 320 6 s ey e W e
Jofady Spay fa U5 ey b 08 Bl
O 3y 9 4 03t 18T o 38 L 06 i
GAs Q{’L_.’f : i)f,i,:,t; P8 53 (Sl Wl () O

24 Shahih Bukhari {Riyadh: Daar el-5alam, 20003, hlm. 111, hadjts No. 1417.
23 Shahih Muslim (Riyadh: Daar El-Salaam, 2000), hlm. 837, hadits No. 2329.

)
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;:izb@frtfgn;;:a;,—ww G 8 585 i
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"Sekelompok sahabat Nabi saw. berkata kepadanya bahwa
orang-orang kaya telah berangkat dengan membawa banyak pahala.
Mereka shalat sebagaimana kami shalal, mereka berpuasa se-
bagaimana kami berpuasa, tetapi mereka mampu bersedekah dengan
kelebihan dan keunggulan harta mereka. Rasulullah saw bersabda,
‘Bukankah Allah telah merjadikan buat kamu sekalian, sesuatu yang
kalian bisa bersedekah dengannya? Sesungguhnya setiap bacaan
tashih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid
adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah. Menyuruh pada
kebaikan adalah sedekah, mencegah kemungkaran adalah sedekah,
dan pada kemaluan seseorang di antara kamu pun adalah sedekah.’
Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah saw. andatkan seseorang dari
kami menyalurkan syahwatnya, apakah padanya ada pahala?’
Rasulullah menjawab, ‘Bagaimana pendapat kalian, jika ic me-
nempatkan (menyalurkan) syahwatnya pada yang haram, apakah
baginya ada dosa? Demikian pula jika ia menyalurken syahwatnya
pada yang halal, pasti akan ada pahala baginya.”™

Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau obyek zakat,
adalah sebagai berikut.

Pertama, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang
baik dan yang halal. Artinya harta yang haram, baik substansi benda-
niya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan
kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya. Hal
ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah: 267
dan 188 serta an-Nisaa’: 29,

/
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"Hai orang-orang yang benman nafkahkanlah (df ;akm Allah)
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sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa
yang Kami keluarkan dari bumi untuk karmu. Dan janganiah kamu
memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal
kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan
memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah
Mahakaya lagi Maha Terpuji.”

Surah al-Baqarah: 188,

Y o v ' .-}}
esta JEaTT AN L‘,U JL_JLFC»‘.QJAT
. o > Y
WA d,@ybp!bwu\d TU"L“"J’
"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang
lain di anfara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganiah) kamu
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat
memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan Galan
berbuat) dosa, padahal kamu mengetafnd.”

Surah an-Nisaa’: 29,

I it 2 SIS U o SIS

. ._,}}cf /, A
rgu Kol "‘.i./jui_,l.m'ﬂ_, ua_)uﬁa_,.‘_ﬂ\__)_,i;
,f,;,l.';g-;

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamarnu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
Jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Di dalam Shahih Bukhari terdapat satu bab yang menguraikan
bahwa sedekah (zakat) tidak akan diterima dari harta yang ghulul
(harta yang didapatkan dengan cara menipu) dan tidak akan di-
terima pula, kecuali dari hasil usaha yang halal dan bersih.?

26 Shahih Bukhari, loc. cit.
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Kedua, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk di-
kembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui
pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri mau-
pun bersama orang atau pihak lain. Harta yang tidak berkembang
atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan
kewajiban zakat. Kuda untuk berperang atau hamba sahaya, di
zaman Rasulullah saw termasuk harta yang tidak produktif. Karena-
nya tidak menjadi sumber atau obyek zakat. Dalam sebuah hadits
riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah,?” Rasulullah saw. bersabda,

,_’ ,’a e .::,, uJ. PRV
N e
"Tidaklah wajib sedekah (zakat) bagi seorang muslim yang
memiliki hamba sahaya dan kuda.”

Dalam terminologi fighiyyah, menurut Yusuf al-Qaradhawi,®
pengertian berkembang itu terdiri dari dua macam, yaitu secara
konkret dan tidak konkret. Yang konkret dengan cara dikem-
bangbiakkan, diusahakan, diperdagangkan, dan yang sejenis de-
ngannya. Sedangkan yang tidak konkret, maksudnya harta tersebut
berpotensi untuk berkembang, baik berada di tangannya sendiri
maupun di tangan orang lain, tetapi atas namanya.

Syarat ini sesungguhnya mendorong setiap muslim untuk
memproduktifkan harta yang dimilikinya. Harta yang diproduk-
tifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan
dengan salah satu makna zakat secara bahasa, yaitun al-Namaa
‘berkembang dan bertambah’.

Berdasarkan syarat ini, Yusuf al-Qaradhawi*® mengambil suatu
kesimpulan bahwa setiap harta yang berkembang atau berpotensi
untuk dikembangkan, termasuk ke dalam objek atau sumber zakat.

Ketiga, milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah kon-
trol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut se-
bagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di
dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat

27 tbid, him. 115,
28 vusul al-Qaradhawi, op. cit., Juz 1, him. 139.
29 hid, hlm. 145.
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menikmatinya.*

Adapun yang menjadi alasan penetapan syarat ini, , adalzh pe-
netapan kepemilikan yang jelas (misalnya harta kamu atau harta
mereka) dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang
berkaitan dengan zakat. Misalnya, firman Allah dalam surah al-
Maaarij: 24-25 dan surzh at-Taubah: 103

L SR TG

"Dan orang-orang yang dalam hartmya tersedia bagian tertentu
bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai
apa-apa (yang tidak mau meminta).”

Juga hadits riwayat Imam Bukhari® dari Mu'adz bin Jabal,
ketika Rasulullah saw mengutusnya untuk pergi ke Yaman, beliau
bersabda kepadanya,

‘;32‘»1:)3.’..36.’7 wsdwuf oSL;;UJl”“t :JG
Junp;;;;gm;a;dummufﬁﬁut._umfu,tﬁ
‘H_‘J.a;,,;:.miuf;..;‘lpt,_mm,;m‘..wpu”,y

. 2o s ol -
érﬁ‘ﬂ&aj-,r@u\un.b-}a ["'ﬂ‘“_)“"gs’““
"Ajaklah mereka (penduduk Yaman) untuk mengakui bahwasa-
nya tiada tuhan yang wajib disembah selain Allah. Dan bahwasanya
Aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mengikutinya, maka
beritahu kepada mereka, bahwasanya Allah SWT mewajibkan kepada
mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka meng-
ikutinya maka beritahu pula kepada mereka, bahwa Allah SWT me-
wajibkan pada harta mereka sedekah (zakat), yang diambil dari orang
kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir.”

Alasan lain dikemukakan bahwa zakat itu pada hakikatnya
adalah pemberian kepemilikan pada para mustahik dari para

30 Ibid, him. 127.
31 Shahih Bukhari, op. cit., hlm. 109, hadits No. 1395.
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muzakki. Adalah suatu hal yang sangat tidak mungkin, apabila
seseorang (muzakki) memberikan kepemilikan kepada orang lain
(mustahik) sementara dia sendiri (muzakki) bukanlah pemilik yang
sebenarnya >

Keempat, harta tersebut, menurut pendapat jumhur ulama,
harus mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan
harta terkena kewajiban zakat. Contohnya nishab zakat emas
adalah 85 gram, nishab zakat hewan ternak kambing adalah 40
ekor, dan sebagainya. Sedangkan, Abu Hanifah berpendapat bahwa
banyak atau sedikit hasil tanaman yang tumbuh di bumi, wajib
dikeluarkan zakatnya,? jadi tidak ada nishab. Adapun yang menjadi
alasan Jumhur Ulama adalah berbagai hadits yang berkaitan dengan
standar minimal kewajiban zakat. Misalnya Hadits riwayat Imam
Bukhari* dari Abi Said bahwa Rasulullah saw bersabda,

oy B Ly B B e B s SR LB LT P
S Gpm 375 s 05 Uels (el B30 3 Lo 01 s
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"Tidak wajib sedekah (zakat) pada tanaman kurma yang kurang
dari lima ausaq. Tidak wajib sedekah (zakat) pada perak yang kurang

dari lima awaq. Tidak wajib sedekah (zakat) pada unta yang kurang
dari lima ekor.”

Sedangkan yang menjadi alasan Abu Hanifah tentang tidak
pentingnya nishab sebagai syarat harta menjadi objek atau sumber

32 vusuf al-Qaradhawi, op.cit., him. 131.

33 Ihn Masud al-Kasaami al-Hanafi, Badaaiv® Al-Shanagii, (Beirut, Daar el-Fikr,
1996), Juz 2, him. 83,

34 Shakih Bukhari, op.cit., him. 115.

Ausag adalah bentuk jamak dari wasaq. Sats wasaq sama dertgan enam puluh sha',
dan satu sha’ sama dengan 2,176 kg gandum. Karena itu lima ausaq ekuvivalen dengan
652,8 kg gandum dan dibulatkan menjadi 653 kg gandwm. Awaq adalah bentuk jamak
dari uugiyyah. Satu ungiyyah sama dengan empat puluh dirham perak morni. Lima
awaq ekuivalen dengan 200 ditham, sedangkan satu dirham sama dengan 2,975 gram.
Karena itu lima awaq sama dengan 595 gram perak (lihat Yusuf al-Qaradhawi, op. cit.,
him. 254. dan hlm, 344. Lihat pula Ismail Kahlani al-Shan‘ani (wafat 1182 H), Subulus-
Salaam (Bandung: Dahlan, 1), Juz 2, hlm. 131.},

- A
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zakat, adalah hadits riwayat Imam Bukhari*> dari Salim bin Abdil-
lah, dari bapaknya, bahwasanya Nabi Muhammad saw. bersabda,

C..a..“.: ey ol J.; 087 Oyl S il Lu§

"Setiap tanaman yang diairi oleh air hujan atau air simgai, maka
zakalnya adalah sepersepulith. Dan yang diairi dengan mempergunakan
alat, 2akatnya adalah separo dari sepersepuluh (lima persen).”

Hemat penulis, persyaratan adanya nishab ini merupakan suatu
keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat
itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada
orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir dan miskin. Indikator
kemampuan itu harus jelas, dan nishab-lah merupakan indikator-
nya. Jika kurang dari nishab, ajaran Islam membuka pintu untuk
mengeluarkan sebagian dari penghasilan tanpa adanya nishab, yaitu
infak atau sedekah.

Kelima, sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan,
peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau dimiliki atau-
pun diusahakan oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun.
Contohnya tenggang waktu antara Muharram 1421 H sampai
dengan 1422 H. Inilah yang disebut dengan persyaratan al-haul.
Hal ini, misalnya sejalan dengan sebuah hadits riwayat Abu
Dawud® dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah saw. bersabda,

A3 AL Gis Jiigde 3y o0 E*:l, ol i 1y | ¥
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“Jika Anda memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu waktu

3% Shahih Bukhari, op. cit., hlm. 117.
36 Abi Dawud, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000}, hlm. 128
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satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham.
Anda tidak punya kewajiban apa-apa sehingga Anda memiliki dua
puluh dinar dan telah berlalu waktu satu tahun, dan Anda harus ber-
zakat sebesar setengah dinar. Jika lebih, maka dihitung berdasarkan
kelebihannya. Dan tidak ada zakat pada harta sehingga berlalu wakiu
safu tahun.”

Sedangkan zakat pertanian, tidak terkait dengan ketentuan
haul (berlalu waktu satu tahun), iz harus dikeluarkan pada saat
memetiknya atau memanennya jika mencapai nishab, sebagaimana
dikemukakan dalam surah al-An’aam: 141.

Keenam, sebagian ulama mazhab Hanafi*’ mensyaratkan
kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan
kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari
kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang,
pangan, dan papan. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud
dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak
terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam
hidup. Adapun yang menjadi alasannya adalah firman Allah SWT
dalam surah al—Baqarah' 219,

./’.\"}’ -~ ) )\;\:J /I//

".Dan mereka berttmya kepadamu, apa yang akan mereka
nafkahkan. Katakanlah : Yang lebih dari keperluan’...”

Ketika menafsirkan ayat tersebut, Muhammad Ali ash-Shabuni>®
menyatakan bahwa berinfak atan berzakat ita adalah harta setelah
terpenuhinya kebutuhan pokok. Pendapat senada dikemukakan
pula oleh Imam al-Qurthubi (wafat tahun 671 H)* Alasan lain
adalah hadits riwayat Imam Bukhari* dari Mu'adz bin Jabal yang
berisikan perkataan Rasulullah kepadanya, bahwa Allah SWT telah

37 Jbnu *Abidin, Raddul Mukhtar, (Mesir, Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1966), Juz 2,
hlm. 263.
38 Muhammad Ali ash-Shabuni, Shafwatut-Tafaasir, (Beinu, Daar el-Thya Al-Turaast -
Al- Arabl 1993), Jilid 1, hlm. 140.
al-Qunhubl op. cit., Jilid 2, him. 36.
40 ihat catatan kaki no. 4
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mewajibkan zakat yang diambil dari orang kaya (penduduk Yaman)
untuk kemudian diserahkan kepada fakirnya. Dalam hadits ter-
sebut, jelas dikemukakan bahwa hanya orang kaya sajalah yang
dikenakan kewajiban zakat itu. Dan yang dimaksud dengan orang
kaya oleh mereka* adalah orang yang telah terpenuhi segala ke-
butuhan pokoknya dengan baik.

Tetapi sebagian ulama lagi berpendapat* bahwa amatlah sulit
untuk menentukan atau mengukur seseorang ity telah terpenuhi
kebutuhan pokoknya atau belum. Dan, kebutuhan pokok setiap
orang ternyata berbeda-beda, demikian pula dengan kebutuhan
pokok antardaerah. Karena itu menurut mereka*® syarat nishab
dan al-namaa berkembang’ itu sesungguhnya sudah cukup. Harta
yang tidak berpotensi untuk berkembang tidaklah terkena ke-
wajiban zakat, misalnya kuda perang dan hamba sahaya di zaman
Nabi, atau mungkin rumah yang dijadikan tempat tinggal.

Penulis sendiri berpendapat bahwa syarat ini memang perlu
diperhatikan, agar orang-orang yang terkena kewajiban zakat itu
memang benar-benar orang yang termasuk kategori mampu dan
telah terpenuhi kebutuhan pokoknya secara layak. Hanya saja
dalam menentukan kemampuan seseorang untuk menjadi
muzakki, ada dua pendekatan yang bisa digunakan. Pertama, di-
serahkan pada kesadaran dan keikhlasan masing-masing muzakki
untuk menghitung sendiri harta dan kebutuhan pokoknya secara
wajar. Kedua, dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau
Lembaga Amil Zakat (I AZ) untuk menentukan apakah seseorang
itu termasuk kategori muzakki atau belum. Di Indonesia, dalam
era otonomi daerah sekarang, di samping pendekatan pertama,
pendekatan kedua tampaknya sangat mungkin dilaksanakan.
Tentu saja dengan catatan bahwa BAZ dan LAZ sudah men-
dapatkan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi, jika dirasakan sulit,
keluarkan saja zakat dari penghasilan kotor yang diterima jika
sudah mencapai nishab. Hal ini di samping akan memudahkan,

1 Raddul-Mukhtar, loc. cit.
2 Yusuf al-Qaradhawi, op. cit., hlm. 151,
3 1bid.
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juga akan lebih menenteramkan jiwa karena telah dipenuhinya
kewajiban dengan sebaik-baiknya.

E. SUMBER-SUMBER ZAKRAT SECARA TERPERINCI

Adapun mengenai jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat
yang dikemukakan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan hadits,
menurut Ibnul Qayyim* pada dasarmya ada empat jenis, yaitu:
tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan temak, emas dan perak,
serta harta perdagangan. Menurut pendapat Ibniul Qayyim, ke-
empat jenis inilah yang paling banyak beredar di kalangan umat
manusia, dan kebutuhan kepadanya merupakan hal yang niscaya
(dharuri). Hal yang relatif sama dikemukakan pula dalam al-
Mausw’ah al-Fighiyyah*> bahwa sumber atau obyek zakat yang di-
kemukakan secara rinci dalam Al-Quran dan hadits adalah hewan
ternak, emas dan perak, harta perdagangan, dan tanam-tanaman
serta buah-buahan, Mughniyyah dalam Figh Lima Madzhab*
menyatakan pula bahwa harta benda yang wajib dikeluarkan
zakamya itu adalah binatang ternak, emas dan perak, tanaman
dan buah-buahan, dan harta perdagangan.

Al-Habsyi"" menyatakan hal yang sama yaitu emas perak,
perdagangan, pertanian dan hewan temak. Al-Utsaimin dalam Figh
hadah*® menjelaskan pula bahwa harta yang wajib dikeluarkan
zakatnya yang diungkapkan Al-Qur'an dan hadits secara rinci
adalah emas dan perak, segala yang dikeluarkan dari bumi seperti
tanam-tanaman dan biji-bijian, hewan temak dan harta per-
dagangan. Sementara itu, al-Jaziiri® dalam Figh Madzhab Empat
menyatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada

# Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Zaad al-Ma'ad, (Kuwait: Daar El-Fikr, 1995), Juz
23, him. 3.

5 Wzaarah al-Auqaaf wa Syuun al-islamiyyah, al-Mausw'ah Al-Fighiyyah, (Kuwait:
Dzaat al-5alaasil), Juz 23, hlm. 250.

46 Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab, terj. Masykur AB. dkk,
(Jakarta: Lentera Basritama, 1999), him. 180.

#7 Muhammad Bagir al-Habsyi, Figh Praktis, (Bandung : Mizan, 1999), hlm. 281.

48 Muhammad bin Shali al-Utsaimin, Figh Ihadah, (Riyadh: Daar El-Wathan, 1416
H), him. 151.

4% Abderrahman al-Jaziiri, Figh ‘Alaa Mazaahib Al-Arba’ah, (Mesir: Maktabah
Tijaariyyah Al-Kubra, te.}, Juz 1, hlm. 596.
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lima macam, yaitu hewan ternak, emas perak, harta perdagangan,
barang temuan dan barang tambang, dan tanam-tanaman serta
buah-buahan. Az-Zuhaili®® dalam al-Figh Islamy wa ’Adillatuhu
menyatakan pula bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya
itu adalah nuqud (emas dan perak}, barang tambang dan temuan,
harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, dan hewan atau
binatang ternak. Sabig™ (1412) menjelaskan bahwa yang wajib
dikeluarkan zakatnya yaitu emas, perak, tumbuh-tumbuhan, buah-
buahan, perdagangan, hewan ternak, barang tambang, dan harta
temuan. Abu Bakr Jabir al-Jazaairi*? mengemukakan bahwa harta
yang wajib dikeluarkan zakatnya, apabila memenuhi persyaratan
tertentu, adalah emas dan perak, hewan ternak, buah-buahan, biji-
bijian, perdagangan, barang tambang, dan rikaz. Sementara itu,
Ahmad bin Qudamah® menyatakan bahwa sumber atau obyek
zakat yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran atau dalam
hadits Nabi, adalah hewan ternak, hasil pertanian, barang tambang,
emas dan perak, dan perdagangan.

1. Landasan Al-Qur*an dan Hadits

a. Hewan Ternak

Dalam berbagai hadits dikemukakan bahwa hewan termmak yang
wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan
tertentu, ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan domba atau kambing,
Dalam sebuah hadits sahih riwayat Imam Bukhari* dari Abi Said
al-Khudri,
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30 Wahbah az-Zuhaili, op.cit., him. 758,

31 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunngh, ( Kuwait: Daar el-Bayan, 1968}, Juz 3, him, 27.
52 Abu Bakr al- Jazaairi, Minhaj Al-Muslim, (Kuwait: Daar el-Fikr, 1997), hlm. 248,
53 tbnu Qudamah, al-Mugni’, (Riyadh: Muassasah Sai'diyyah, 1), him. 389,

5% Shahih Bukhari, op. cit., hlm. 114, hadits No, 1452,
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"Seorang 'Arab (badawi) meminta izin kepada Rasulullah saw.
untuk berhijrah. Kemudian Rasulullah saw bersabda, ‘Perhatikan
oleh engkau, sesungguhnya hijrah itu kondisinya sangat berat.
Apakah engkau memiliki unta yang telah engkau keluarkan zakat-
nya? Orang itu berkata, ‘Benar,’ kemudian Rasulullah saw. bersabda,
‘Berbuatlah engkau di seberang lautan (tidak ikut hijrah), sesung-
guhnya Allah SWT sama sekali tidak akan membiarkan amal
perbuatanmu.”™

Dalam hadits lain yang juga diriwayatkan Imam l?mkhan55 dari
Abu Dzar, ia berkata,
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"Aku datang kepada Rasulullah saw dan beliau bersabda: Dan
demi diriku yang berada pada kekuasaan-Nya, atau demi zat yang
tiada Tuhan selain-Nya, atau sebagaimana ia bersumpah. Tidaklah
seseorang memiliki unta, sapi atau domba, lalu tidak menunaikan
haknya (zakatnya) kecuali binatang itu akan datang pada hari
kiamat kepadanya, dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk dari
biasanya. Hewan-hewan itu akan mengijak-injak dengan kakinya
atau menanduknya dengan tanduknya. Apabila selesai pada barisan
yang terakhir, ia dikembalikan pada barisan yang pertama, sehingga
ditetapkan hukuman di antara sesarma manusia lainnya.”

Adapun persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan
ternak> adalah sebagai berikut.

33 Shahih Bukhari, op. cit., him. 115, hadits No. 1460.
36 Yusul al-Qaradhawi, op. cit., hlm. 169.
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1. Mencapai Nishab
Syarat yang pertama ini berkaitan dengan jumlah mlmmal
hewan yang dimiliki, yaitu lima ekor untuk unta, 30 ekor
untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing ataupun domba. Hal
ini berlandaskan pada hadits riwayat Imam Bukhari® tentang
praktik Rasulullah saw. dan para khalifah yang empat.®

2. Telah Melewati Waktu Satu Tahun (Haul)
Syarat ini berdasarkan praktik yang pernah dilakukan oleh
Rasulullah saw dan para khalifah yang empat dengan mengirim
secara periodik para petugas zakat untuk memungut zakat
ternak itu setiap tahun.*

3. Digembalakan di Tempat Penggembalaan Umum
Yakni tidak diberi makan di kandangnya kecuali sangat jarang
sekali. Hal ini berdasarkan pada hadits riwayat Abmad, Nasa’i,
dan Abu Dawud® dari Baz bin Hakim dari bapaknya, dari
kakeknya, ia berkata,
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"Aku telah mendengar Rasuluilah saw bersabda: Pada sefiap
unta yang digembalakan, pada empat puluh ekor harus
dikeluarkan zakat seekor betina unta yang disebut dengan ibnatu
labun,”®

4, Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan
tidak pula dipekerjakan. Hal ini antara lain berdasarkan pada
beberapa hadits Nabi®? bahwa beliau bersabda,

57 Shahih Bukhari, op.cit., hlm. 114, hadits No. 1454.

38 Yusuf al-Qaradhawi, op. cit., him. 170.

59 Ibid, him. 171

60Sunan Abi Daud, (Rivadh: Daar el-Sakaam, 2000), hlm. 114.

61 jhnatu labun adalah unta yang berumur dua tahun dan masuk tzhun ketiga.
Disebui demikian karena induknyalah yang memberinya air susu {lihat Ismail al-Kahlani
al-Shan‘ani, op. cit., him. 142, hlm. 121.).

62 Sunan Abi Daud, {Riyadh: Daar el-Salaam, 2000, hlm. 1343,
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"Tidaklah pada sapi-sapi yang diperkerjakan ifu ada zakatnya”
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"Ambillah oleh kalian 1/40 nya (2,5 persen) dari setiap empat
puluh dirham . . . kemudian Rasulullah saw. juga berkata,

Tidaklah pada hewan-hewan yang dipekerjakan ifu ada kewajiban
zakat.”

b. Emas dan Perak
Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak, setelah me-
menuhi persyaratan tertentu, dinyatakan dalam surah at-Taubah:
34-35 dan dalam hadits sahih riwayat Imam Muslim® dari Abu
Hurairah, Rasulullah saw bersabda,
I
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» Tidaklah seseorang yang memiliki harta simpanan (emas dan
perak) dan tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali harta fersebuf akan
dipanaskan kelak di neraka Jaharmam, lalu dijadikan piring-piring
(setrika), dan disetrikakan pada punggung dar: jidatnya, sampai Allah
SWT menetapkan keputusan di antara para hamba-Nya, pada suatu
hari yang ukuran waktunya lima puluh ribu tahun. Kemudian
diperlihatkan jalannya, mungkin ke surga ataukah ke neraka .”

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud® dari
Ali bin Abi Thalib, Rasulullah saw. bersabda,

63 fhid,
6% Sunan Abi Daud, {Riyadh : Daar el-Salaam, 2000), hlm. 1340,
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"Apabila Anda memiliki dua ratus dirham, dan telah berlaiu
waktu satu tahun, maka wajib zakat atasnya lima dirham. Anda
tidak punya kewajiban zakat emas, sehingga anda memiliki dua
puluh dinar dan telah berlalu wakiu satu tahun, dan zakatriya sebesar
setengah dinar. Dan jika lebih, maka hitunglah berdasarkan ke-

lebthannya. Dan tidak ada pada harta, kewajiban zakat sehingga
berlalu waktu satu tahun.”

Adapun syarat utama zakat pada emas dan perak adalah
mencapai nishab dan telah berlalu satu tahun. Berdasarkan hadits
riwayat Abu Dawud di atas, nishab zakat emas adalah dua puluh
misqal atau dua puluh dinar, sedangkan nishab zakat perak adalah
dua ratus dirham. Dua puluh misqal aiau dua puluh dinar, menurut
Yusufal-Qaradhawi® adalah sama dengan delapan puluh lima gram
emas. Dua ratus dirham sama dengan lima ratus sembilan puluh
lima gram perak.

Perdagangan

Kewajiban zakat pada perdagangan yang telah memenuhi
persyaratan tertentu, dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat
Abu Dawud® dari Samrah bin Jundab, ia menyatakan,
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65 Yusul al-Qaradhawi, op. cit. , Juz 1, hlm. 267.
66 Sunan Abi Daud, op. cit., him. 1338,
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*” Amma ba'du, sesungguhnya Rasulullah saw. telah menyuruh
kita semua untuk mengeluarkan sedekah (zakat) pada setiap
komoditas yang kita persiapkan untuk diperdagangkan.”

Dalam sebuah hadits riwayat Ibnu Majah,* Rasulullah saw.
bersabda,

g vy VO r—'-“ vy Vi ﬂJ‘ ) 5L JQ“ @?’
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"Di dalam unta terdapat sedekah (zakatnya). Dalam ternak sapi
terdapat sedekah (zakatnya). Dalam ternak kambing terdapat
sedekah (zakatnya). Dan dalam baz terdapat sedekah (zakatnya).”

Menurut Wahbah Zuhaili%® yang dimaksud dengan kata-kata
baz dalam hadits tersebut adalah pakaian dan senjata yang di-
perjualbelikan.

Ada tiga syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan,®
yaltu sebagai berikut.

Niat Berdagang

Niat berdagang atau niat memperjualbelikan komoditas-

komoditas tertentu ini merupakan syarat yang sangat penting.

Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam hadits riwayat Abu

Dawud dari Samrah bin Jundab di atas.

2. Mencapai Nishab

Nishab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan

nishab dari zakat emas dan perak, yaitu senilai dua puluh misqal

atau dua puluh dinar emas atau dua ratus dirham perak.”™
3. Telah Berlalu Waktu Satu Tahun

¢. Hasil Pertanian (Tanaman dan Buah-buahan)
Tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya
yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat, harus dikeluarkan

67 Ibnu Majah, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), himn. 2584,
68 Wahbah az-Zuhaili, op. cit., hlm. 793.

9 Ihid, him. 798,

70 Yusul al-Qaradhawi, op. cit. , Jilid 2, hlm. 789.



Bab Ke-I: Konsep tentang Harta dan Sumber Zakat — 35

zakatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam al-An’aam ayat
141 dan dalam sebuah hadits sahih riwayat Imam Bukhari” dari
Salim bin Abdillah, dari ayahnya, dari Nabi saw. bersabda,

adly ggzu;;gi b,pulf,fu‘,.dij;\...,di LS P
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"Tenaman yang diairi air hujan atau sungai wajib dikeluarkan
zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan disirami, maka
zakainya separo dari sepersepuluh atau lima persen.”

Dalam hadits lain yang maksudnya relatif sama, yaitu yang
diriwayatkan Imam Muslim,” bahwa Jabir bin Abdillah pernah
mendengar Rasulullah saw bersabda,
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“Dalam tanaman yang diari air sungai afau air hujan, terdapat
kewajiban zakat sepersepuluh, sedangkan dalam tanaman yang diari
melalui pengangkutan (saniyyah} terdapat kewajiban seperdua-
puluh.”

Kedua hadits tersebut membedakan besarmya zakat pertanian
dari tanaman yang mempergunakan biaya yang besar dalam
pengairannya, seperti sistem irigasi, yaitu sebesar lima persen.
Sedangkan yang tidak menggunakannya, zakatnya lebih besar, yaita
10 persen.

Penulis berpendapat, jika dalam kegiatan pertanian itu yang
dominan adalah usaha manusia dengan biaya yang lebih besar,
maka zakatnya lebih kecil. Akan tetapi, jika yang lebih dominan
itu adalah anugerah Allah SWT (dalam hal ini semata-mata hanya
mengandalkan pada turunnya hujan), maka zakatnya lebih besar.
Hal ini juga berlaku pada sumber zakat lainnya, misalnya barang

71 Shahih Bukhari, op. cit.,, him. 117.
72 Shahih Muslim, op. cit., him. 832.
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temnuan {rikaz) yang sama sekali tidak membutuhkan biaya, maka
zakatnya lebih besar, yaitu dua puluh persen atau seperlima.
Berbeda misalnya dengan perdagangan yang benar-benar
mengandalkan pada usaha dan tenaga manusia, dengan berbagai
macam risikonya, zakatnya hanya dua setengah persen.

Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah telah
mencapai nishab, yaitu lima ausaq. Hal ini sejalan dengan hadits
riwayat Imam Bukhari™ dari Abi Said aI-Khudn dari Rasulullah
saw, beliau bersabda,
UWU’JJG’YJJ**"WJ"WJJBTMJJ§’
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*Tidaklah pada has:l tcmaman (pertmzrm) yang kurang dari lima
ausaq ada kewajiban sedekah (zakat). Tidak pula pada unta yang
kurang dari lima ekor, ada zakat. Dan tidak pula pada perak yang
kurang dari lima awagq, ada kewajiban zakat.”

Barang Temuan dan Barang Tambang

Yang menjadi dasar diwajibkannya zakat pada barang temuan
dan barang tambang--dengan disertai perbedaan pendapat para
ulama dalam menentukan besar zakatnya--yaitu sebuah hadits
yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah? ia
berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,
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“Sumur itu adalah jubar,® barang tmnbang adalah jubar, ajma

adalah jubar. Dan pada hasil temuan (wajib dikeluarkan zakatnya)
satu perlima.”

73 Shahih Bukhari, op. cit., hlm. 117.

7 Yang dimaksud dengan dzaud adalah bilangan (jumlah) antara tiga sampai
dengan sepuluh (Lihat Ismail al-Kahlani ash-Shan‘ani, op. ¢it., Juz 2, hlm. 131.).

75 tbay Majah, (Riyadh: Daar El-Salaam, 2000), him. 2626.

76 Yang dimaksud dengan jubar adalah sesuatu yang jika rusak maka tidak ada
diyat (balasannya). Ajma adalah binatang yang tidak ada pemiliknya, {Lihat al-Mujam
al-Mufahras li al-Faaz al-Hadits, Juz 1, him. 317.).
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2. Pendapat Para Ulama di Sekitar Sumber Zakat

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang
sumber-sumber zakat. Sebagian ada yang menyempitkan pen-
dapatnya hanya pada sumber-sumber atau objek-objek zakat yang
terdapat contohnya di zaman Nabi, sedangkan sebagian lagi me-
luaskan pendapatnya didasarkan analogi (giyas) pada sumber-
sumber zakat di zaman Nabi tersebut, atau dengan cara mengambil
kesimpulan dari pengertian harta yang bersifat umum sebagaimana
telah dikemukakan pada pasal terdahulu.

a. Zakat Hewan Ternak

Para ulama telah sepakat kewajiban zakat pada tiga jenis hewan
ternak, yaitu unta, sapi dan domba.”’ Sedangkan di luar ketiga
jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah ber-
pendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat,
sedangkan Imam Maliki dan Imam Syafi’i tidak mewajibkannya,
kecuali bila kuda itu diperjualbelikan.” Hal yang senada di-
ungkapkan oleh Sabiq (wafat 1915 M) bahwa tidak ada kewajiban
zakat selain hewan ternak yang tiga tersebut. Sedangkan kuda,
keledai, dan himar tidak wajib zakat atasnya kecuali jika
diperdagangkan. Dalam al-Mauswah al-Fighiyyah™ dikemukakan
bahwa dalam hal ternak kuda, sebagian ulama mewajibkannya,
sebagian lagi menyatakan tidak. Sedangkan keledai, himar, dan
binatang lainnya, tidaklah dikenakan kewajiban zakat kecuali jika
diperjualbelikan. Yusuf al-Qaradhawi membahas zakat sapi,
mengutip pendapat Tbnu Mundzir yang menganalogikan kerbau
pada sapi. Bahkan, ia menyatakan bahwa kedua jenis binatang
ini, wajib dikeluarkan zakatnya, berdasarkan ijma’ ulama.®

Karena itu, apabila diperhatikan dalil-dalil dalam Al-Qur'an
dan hadits serta pendapat para ulama, dapatlah disimpulkan bahwa
hewan ternak selain yang tiga jenis tersebut di atas, yang kini dalam
perekonomian modern berkembang dengan pesat, seperti

77 Abdurrahman Al-Jaziiri, op. cit., hlm. 596.

78 Wahbah az-Zuhaili, loc. cit.

7 Wuzaarah al-Augaaf wa asy-Syuun al-Islamiyyah, Al-Mausw'ah al-Fighiyyah,
(Kuwait: 1992), hlm. 262.

80 Yusuf al-Qaradhawi, ap. cit., hlm., 223.
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peternakan unggas, tidaklah termasuk pada kategori zakat hewan
ternak, melainkan pada zakat perdagangan, karena memang sejak
awal, jenis peternakan ini sudah diniatkan sebagai komoditas
perdagangan.

b. Zakat Emas dan Perak

Para ulama figh telah bersepakat bahwa emas dan perak wajib
dikeluarkan zakatnya, apabila telah mencapai nishab dan telah
berlalu satu tahun.® Wahbah az-Zuhaili® menyatakan pula bahwa
para fugaha telah sepakat bahwa nuqud (emas dan perak) wajib
dikeluarkan zakatnya, baik nuqud yang berupa potongan, yang
dicetak, yang berbentuk bejana, maupun--menurut mazhab Hanafi
—-perhiasan. Sementara itu al-Mughniyyah mengemukakan bahwa
mazhab Imamiyyah berpendapat zakat pada emas dan perak wajib
hukumnya, jika berada dalam bentuk uang, dan tidak wajib di-
zakati, jika berbentuk batangan dan perhiasan. Sedangkan mazhab
Hambali berpendapat bahwa uang kertas tidak wajib dizakati, ke-
cuali jika ditukar dalam bentuk emas atau perak ** Dengan redaksi
yang agak berbeda, Sabig® menyatakan bahwa zakat emas dan
perak adalah wajib hukumnya, apakah dalam bentuk mata nang,
atau dalam bentuk batangan, jika mencapai nishab, telah berlalu
satu tahun, dan terbebas dari utang serta kebutuhan pokok.

Termasuk ke dalam kategori pembahasan di sekitar zakat emas
dan perak, adalah zakat perhiasan. Para ulama telah sepakat
wajibnya zakat atas perhiasan yang haram dipakai, seperti per-
hiasan emas yang dipakai laki-laki, atau bejana emas dan perak
yang dijadikan tempat makan atan minum. Dalam sebuah hadits
riwayat Imam Bukhari dan Muslim® dari Huzaifah bin Yaman,
Rasulullah saw bersabda,
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81 Abdurrahman al-Yaziiri, ep. cit., hlm. 601.
B2 wahbah az-Zuhaili, loc. cit.

83 al-Mughniyyah, op. cit., hlm. 185.

84 cayvid Sabiq, op. cit., him. 409.

83 Shahih Bukhari, op. cit., him. 129.
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*Janganiah kamu sekalian minum pada gelas yang terbuat dart

emas dan perak, dan jangan pula makan pada piring keduanya.

Sesungguhnya hal itu buat mereka (orang-orang musyrik) di dunia
dan buat kamu sekalian di akhiral.”

Dikemukakan pula dalam sebuah hadits riwayat Imam Nasa'i
yang juga mensahihkannya® dari Abu Musa, Rastilullah saw ber-
sabda,

QU5 e 1) g,f ey i iy LAl J’,f ¥
"Diizinkan (memakai) emas dan sutera bagi perempuan umatku
dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya.”

Jumhur ulama juga sepakat akan tidak wajibnya zakat bagi
perhiasan selain emas dan perak yang dipakai perempuan, seperti
intan, mutiara, dan permata.®

Salah satu alasan penting yang dikemukakan jumhur ulama
tentang tidak wajibnya zakat perhiasan selain emas dan perak
tersebut, adalah kenyataannya _Penda—benda tersebut tidak
berkembang, tetapi sekadar perhiasan dan kesenangan bagi kaum
perempuan yang diizinkan Allah SWT untuk memakainya. Allah
SWT berfirman dalam surah an-Nahl: 14,

AT AT e
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"Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar
kamu dapat memakan darinya daging yang segar (tkan), dan kamu
mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu
melihat bahtera berlayar padanya....”

86 Sunan an-Nasai, op. cit., hlm. 86.
87 Yusuf al-Qaradhawi, op. cit., Juz I, him. 284.
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Pendapat yang berbeda dengan pendapat Jumhur Ulama, ada-
lah pendapat yang dikemukakan oleh ulama syi'ah.®® Menurut
mereka, zakat tetap diwajibkan atas perhiasan selain emas dan
perak, seperti intan dan permata, jika mencapai nishab. Hal ini
sejalan dengan keumuman dari firman Allah yang terdapat dalam
surah at-Taubah ayat 103 yang menjelaskan bahwa zakat harus
dikeluarkan dari setiap harta yang kita miliki.

Menurut penulis, pendapat ulama syi'ah perlu mendapatkan
perhatian. Alasannya, dalam perspektif perekonomian modern
sekarang int, intan dan permata merupakan komoditas yang sangat
mahal harganya, sehingga diperkirakan melampaui batas nishab
emas dan perak. Dan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, yang
mempergunakan perhiasan intan, permata dan mutiara ini
kebanyakan dari kalangan kelompok orang kaya.

¢. Zahat Pertanian

Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat pertanian, karena
berdasarkan pada dalil Al-Qur'an dan hadits yang bersifat qath’i.
Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan jenis-jenis tanaman
dan buah-buahan ataupun biji-bijian. Tonu Umar dan segolongan
ulama salaf mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makanan
pokok, yaitu gandum, jagung, kurma, dan anggur.® Pendapat ini
dipegang pula oleh satu riwayat dari Imam Ahmad, Musa bin
Thalhah, Hasan, Ibnu Sirin, Sya’bi, Ibnu Shalih, Ibnu Abi Laila, Ibnu
Mubarak, Abu Ubaid, dan Ibrahim, akan tetapi dengan tambahan
biji-bijian (tanaman) jagung. Pendapat mereka ini anfara lain
berdasarkan kepada hadits riwayat Ibnu Majah®® dan Daruquthni
dari Amr bin Syua'ib, dari ayahnya dan dari kakeknya, ia berkata,
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88 Ahmiad Husain as-Siyaghi, ar-Raudlo nl-Nadtir (Mesir: Maktabah Sa'adah, 1377,
Juz 2, him. 409

89 Yusuf al-Qaradhawi, op. cit., hlm. 349.

%0 Sunan Ibn Majah (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 2585, hadits No. 1815.
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» Sesungguhnya Rasulullah saw telah menetapkan aturan zakat
pada gandum, jagung, kurma, dan anggur”

Dalam hadits lain yang diriwayatkan dari Abi Burdah, Abi Musa
dan Mu'adz®* bahwa Rasutullah saw telah mengutus mereka ber-
dua ke Yaman untuk mengajarkan masalah-masalah agama kepada
penduduk Yaman. Rasulullah saw melarang mengambil zakat
kecuali dari empat hal, yaitu: gandum, jagung, kurma dan anggur.

Sementara itu, mazhab Syafi’i dan mazhab Maltki berpendapat
bahwa zakat itu wajib dikeluarkan dari setiap tanaman yang
menguatkan atau yang menjadi makanan pokok dan yang dapat
disimpan® seperti kurma, gandum, jagung, dan padi. Menurut
mazhab Imam Ahmad, zakat wajib dikeluarkan pada setiap
tanaman atau buah-buahan (biji-bijian) yang dapat mengering,
tahan lama, dan dapat ditakar ataupun ditimbang,. Beberapa contoh
dapat dikemukakan di sini, seperti gandum, jagung, padi dan yang
lainnya. Sementara itu, mazhab Imam Abu Hanifah® berpendapat
bahwa segala jenis tanaman yang tumbuh di bumi yang sengaja
ditanam manusia dan yang mempunyai nilai, harus dikeluarkan
zakatnya, baik lima persen maupun sepuluh persen. Imam an-
Nawawi (wafat 676 H) dalam al-Majmu’®* menyatakan bahwa zakat
diwajibkan pada setiap tanaman yang tumbuh di muka bumi, yang
menguatkan (menjadi makanan pokok), dapat disimpan dan
sengaja ditanam oleh manusia, seperti gandum, tembakau, jagung,
padi dan yang sejenisnya. Al-Mughniyyah menyatakan bahwa biji-
bijian yang wajib dizakat hanyalah gandum, sedangkan buah-
buahan hanyalah kurma dan anggur yang wajib dizakati. Selain
ketiga hal tersebut di atas, tidak wajib dizakati, melainkan sunnah
untuk dikeluarkan zakamya.

Az-Zuhaili dalam al-Figh al-Islamy wa "Adillatuhu® mengemu-
kakan berbagai pendapat mazhab dalam hal zakat pertanian.
Pertama, menurut Imam Abu Hanifah bahwa zakat itu harus

91 jhat catatan kaki No.4

52 thid, hlm. 350.

93 Abdurrahman Al-Jazivi, op. cit.

9% an-Nawawi, al-Majmu’, (Jeddah: Trsyad, .}, Juz V, him. 168.
95 Wahbah az-Zuhaili, op. cit., hlm. 805.
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dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik
jumlahnya sedikitnya maupun banyak, kecuali kayu bakar,
rerumputarn, bambu parsi yang biasa dipergunakan sebagai pena,
pelepah pohon kurma, tangkai pohon dan segala tanaman yang
tumbuhnya tidak disengaja. Tetapi apabila suatu tanah sengaja
dijadikan tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, rerumputan,
diairi secara teratur dan dilarang orang lain menjamahnya, maka
wajib padanya dikeluarkan zakat sebesar 10 persen.

Kedua, pendapat yang dikemukakan dua sahabat Abu Hanifah
dan jumhur fugaha, bahwa zakat tanaman dan buah-buahan
hukumnya tidak wajib, kecuali makanan pokok (yang menguat-
kan) dan yang dapat disimpan, yang menurut mazhab Hambali,
tanaman dan buah-buahan yang dapat dikeringkan, tahan lama
dan dapat ditakar. Tidak ada kewajiban zakat pada sayur-mayur
dan buah-buahan. Dan, inilah pendapat yang dianggap kuat.%

Sementara itu, sebagian ulama mazhab Hanafi berpendapat
bahwa zakat sepersepuluh hukumnya tidak wajib kecuali pada
tanaman yang dapat bertahan lama dan mencapai nishab, yakni
lima wasaq. Zakat sepersepuluh tidak diwajibkan pada sayur-
mayur (seperti daun bawang, daun seledri, dan yang sejenisnya)
dan fakihah (buah-buahan yang tidak dijadikan sebagai makanan
yang mengenyangkan), seperti buah apel, buah alpukat dan yang
sejenisnya, sebab tanaman-tanaman tersebut tidak memiliki buah-
buahan yang dapat bertahan lama.®

Mazhab Maliki berpendapat bahwa®® zakat sepersepuluh
diwajibkan pada 20 macam tanaman. Beberapa macam dari
keluarga biji-bijian, yaitu kacang kedelai, kacang tanah, kacang
pendek, pohon kayu yang pahit, julban (tumbuhan rumput yang
ditanam bijinya dan bunganya berwarna-warni), gandum, sult
(sejenis gandum yang tidak berkulit), talas, jagung, tembakan,
beras, zaitun, simsim (tumbuhan penghasil minyak nabati), dan
lobak merah. Sedangkan biji lobak putih tidak wajib dizakati
karena tanaman ini tidak mengandung lemak.

96 Abdurrahman al-Jaziici, loc. cit.

97 1hid.

98 Ahmad bin Idris al-Qurafi, adz-Dzahirok, (Beirut : Daar el-Gharbil-1skaami, 1994),
Juz 111, blm. 30.
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Adapun tanaman yang wajib dizakati dari jenis buah-buahan
ada tiga macam, yaitu kurma, anggur kering, dan zaitun. Pendapat
ini berdasarkan pernyataan Ibnu Umar berikut, "Dalam buah
zaitun ada kewajiban zakat sepersepuluh.”

Zakat sepersepuluh tidak wajib dikeluarkan dari fakihah,
misalnya buah tin, delima, apel, dan yang sejenisnya. Zakat ini
pun tidak wajib dikeluarkan dari bengkuang, buah pala, buah
badam, dan yang lainnya.

Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa zakat sepersepuluh hanya
dikhususkan untuk makanan yang mengenyangkan, yakni dari
keluarga buah-buahan, buah kurma dan anggur kering, sedangkan
tanaman yang wajib dizakati dari keluarga biji-bijian ialah biji
gandum, beras, dan semua makanan yang mengenyangkan, seperti
kacang kedelai, kacang tanah, jagung, dan lain sebagainya.!®

Zakat sepersepuluh tidak wajib dikeluarkan dari mentimun,
semangka, dan buah delima karena Rasulullah saw. memaafkan
tanaman-tanaman tersebut (untuk tidak dikeluarkan zakamya).
Zakat sepersepuluh juga tidak wajib dikeluarkan dari fakihah
(buah-buahan yang tidak dijadikan sebagai makanan yang
mengenyangkan), misalnya buah delima, tin, lobak, pala, kelapa,
apel, dan kismis. Zakat sepersepuluh juga tidak wajib dikeluarkan
dari paria. Demikian pula tanaman yang tumbuh di atas tanah
yang diwakafkan untuk masjid, jembatan, atau benteng, dan untuk
keperluan kaum fakir dan miskin, tidak wajib dizakati, karena
tanaman yang diwakafkan itu tidak dimiliki oleh orang tertentu.
Inilah pendapat yang shahih. Hal yang sama juga tidak diwajibkan
pada zaitun dan madu. Begitulah menurut gawl jadid (pendapat
Imam Syafi’i ketika berada di Mesir) dalam mazhab ini.'”

Mazhab Hambali berpendapat bahwa zakat sepersepuluh wajib
dikeluarkan dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, dapat ditakar,
dan dapat disimpan, misalnya jagung, kacang ful, kacang kedelai,
kacang pendek, biji-bijian, tembakau, beras, dan sebagainya.**

99 Ihid.

100 [hnu Syarief an-Nawawi, al-Majmu', (Jeddah: Maktab al-Irsyad, 1), Juz ¥, him. 115.
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102 1bny Qudamah, op. cit,, hlm. 334.
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Zakat sepersepuluh wajib dikeluarkan dari rempah-rempah,
misalnya cabe, seledri, bawang dan yang sejenisnya, semua bumbu
yang harum, ketumbar, biji sawi, labu, terung, wortel dan yang
sejenisnya. Zakat juga wajib dikeluarkan dari biji lobak.

Demikian juga zakat sepersepuluh wajib dikeluarkan dari
setiap buah-buahan yang dapat ditakar dan disimpan, misalnya
buah kurma, anggur, bawang. Kesimpulannya, bahwa zakat wajib
dikeluarkan dari biji-bijian, bumbu-bumbuan, dan buah-buaban
yang dapat disimpan.'®

Menurut pendapat yang paling tegas, zakat sepersepuluh wajib
dikeluarkan dari buah anggur, tin, kismis, dan sutera sebab tanam-
an-tanaman tersebut dapat disimpan, seperti buah kurma. Zakat
juga wajib dikeluarkan dari biji-bijian, dedaunan yang dimanfaat-
kan, seperti daun bidara dan yang sejenisnya karena 1anaman-
tanaman tersebut dapat ditakar dan disimpan. Zakat sepersepuluh
tidak diwajibkan dari tanaman kapas, rami, nila, buah kelapa, dan
semua jenis fakihah (buah-buahan yang tidak dijadikan sebagai
makanan yang mengenyangkan, seperti buah kayu, apel, alpukat,
delima, bidara, pisang, dan sejenisnya) karena tanaman-tanaman
tersebut tidak dapat ditakar. Demikian pula sayur-mayur untuk
keperluan sehari-hari dalam jumlah yang tidak banyak.

Zakat sepersepuluh juga tidak wajib dikeluarkan dari bumbu-
bumbuan, seperti daun seledri, ketumbar, dan yang sejenisnya.
Begitu pula, zakat tidak dikenakan atas pohon kesturi dan bunga-
bungaan, misalnya bunga mawar, melati, bunga bawang, dan yang
sejenisnya. Begitu pula zakat seperseputuh tidak wajib dikeluarkan
dari kurma pejantan, dahan kurma, daunnya, kulit biji-bijian, jerami,
kayu bakar, kayu, dan dahan pepohonan, susu dan bulu binatang
ternak, sutra dan ulat sutra karena sernua yang disebutkan di atas
tidak ada nash-nya, dan tidak termuat dalam makna kandungan
nash sehingga dimaafkan untuk tidak dikeluarkan zakamya.***

Kesimpulan untuk zaitun adalah bahwasanya pohon ini tidak
ada kewajiban zakatnya, menurut mazhab Syafi'i dalam qawl jadid-
nya (pendapat Imam Syafi'i ketika berada di Mesir), sedangkan

103 [hid, him. 807.
104 Abdurrahman al-Jaziiri, op. cit.
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menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, pohon ini tetap
dikenakan zakat, dan nishab-nya menurut mazhab Maliki dan
Hambali adalah lima wasaq.’®

d. Zakat Perdagangan

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus
dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan ke-
wajiban zakat.!® Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan
persyaratannya.'”” Mazhab Hambali mengemukakan dua syarat
zakat perdagarigan. Pertama, barang dagangan tersebut dimilikinya
melalui kegiatan perdagangan yang konkret, seperti dengan pem-
belian. Kedua, ketika memiliki hartanya, seseorang berniat me-
lakukan perdagangan.

Mazhab Hanafi menetapkan empat syarat. Pertama, harta per-
dagangan itu mencapai nishab. Kedua, mencapai wakeu satu tahun.
Ketiga, niat berdagang harus menyertai praktik perdagangan secara
konkret. Karena semata niat saja dianggap tidak cukup. Keempat,
harta benda yang ada (dimiliki) pantas untuk diperjualbelikan.

Mazhab Hambali**® menetapkan lima syarat tethadap kewajib-
an zakat perdagangan. Pertama, zakat tidak berkaitan langsung
dengan bendanya, seperti pakaian dan buku-buku, tetapi dengan
nilai dan harganya. Kedua, barang dagangan tersebut dimiliki
melalui pertukaran atau pergantian barang-barang, misalnya
melalui pembelian, bukan merupakan hasil warisan, hibah dan
yang sejenisnya. Ketiga, niat berdagang dinyatakan ketika terjadi
proses pembelian barang-barang tersebut. Keempat, nilai dan harga
barang tersebut dimilikinya sehingga dapat dilakukan penukaran
dengan barang, seperti dengan jual beli. Kelima, bagi yang me-
nimbun barangnya (muhtakir) harta yang diperdagangkan mesti
mencapai nishab atau lebih, sedangkan untuk yang memutar-
kannya (mudir), zakat perdagangan sudah menjadi wajib, meski-
pun hanya berjumlah satu dirham.

105 yid.

106 yysuf al-Qaradhawt, op. cit., hlm. 323.
107 wahbah az-Zuhaili, op. cit., him. 791.
108 iy Qudamah, op, cit., him. 350.
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Mazhab Syafi'i’® menetapkan enam syarat terhadap kewajiban
zakat perdagangan. Pertama, barang dagangan didapat melalui
penukaran, seperti pembelian dan bukan melalui (misalnya) ke-
warisan. Kedua, pedagang hendaknya berniat melakukan per-
dagangan, ketika akan tukar-menukar berlangsung, atau ketika
berada di majelis akad. Dan jika tidak, ia harus memperbaharui niat
perdagangan. Ketiga, barang dagangan tidak diniatkan untuk ke-
perluan dan kepentingan diri sendiri (qunyah). Keempat, mencapai
waktu satu tahun, terhitung mulai dari kepemilikan harta atau
mulai dari pembelian. Kelima, semua barang dagangan tidak men-
jadi uang yang kurang dari nishab.

Di samping perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan
persyaratan zakat perdagangan seperti tersebut di atas, perbedaan
pendapat pun terjadi dalam menentukan sempurnanya (men-
capainya) nishab. Apakah di awal, akhir, pertengahan atau di
sepanjang waktu perdagangan? Terdapat tiga pendapat para ulama
dalam hal ini. "

Pertama, karena zakat perdagangan berkaitan dengan harga,
maka yang paling memungkinkan adalah pada akhir tahun saja,
sebab sangat menyulitkan jika perhitungan harga dilakukan
sepanjang waktu. Berbeda dengan zakat pada benda-benda lainnya
yang nishab-nya berkaitan dengan bendanya tersebut. Pendapat
ini dikemukakan oleh Imam Maliki dan Imam Syafi’i.

Kedua, nishab itu diperhitungkan sepanjang tahun, sehingga
jika dalam suatu waktu kurang dari nishab, maka terputus pula
pengertian nishab tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh ats-
Tsauri, Ahmad, Ishag, Abu Ubaid, Abu Tsur dan Ibnu Munzir.

Ketiga, nishab itu diperhitungkan di awal dan di akhir tahun.
Apabila nishab telah sempurna pada kedua ujung ini, maka zakat
perdagangan wajib dikeluarkan. Pendapat ini dikemukakan oleh
Abu Hanifah dan gshab-nya.

Dalam membandingkan ketiga pendapat tersebut, Yusuf al-
Qaradhawi'! mengemukakan kecenderungan pendapatnya pada

109 an-Nawawi, loc. cit.
110 yysuf al-Qaradhawi, op. cit., him. 329.
11 fhid, him. 331.
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pendapat pertama, yaitu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i,
dengan alasan bahwa sesungguhnya persyaratan satu tahun
terhadap nishab, tidak memiliki dalil yang kuat, karena tidak ada
nash yang sahih dalam bentuk hadits marfu’ (hadits yang berkaitan
langsung dengan Rasulullah saw.). Apabila harta perdagangan telah
sempurna mencapai nishab pada akhir tahun, maka pada saat itulah
kewajiban zakat telah ada pada seorang muslim. Demikianlah
berlangsung setiap tahunnya, meskipun di tengah tahun terjadi
pengurangan pada ukuran nishab. Kita bisa juga tnelihat sejarah
di zaman Nabi Muhammad saw., ketika para petugas mengambil
zakat harta yang telah mencapai nishab, tidak pernah bertanya
kepada muzakki sejak kapan nishab ini secara sempuma terjadi,
sudah berapa bulan, dan sebagainya. Bila sudah mencapai satu
tahun (berdasarkan penanggalan Qamariyyah) mereka lalu meng-
ambilnya.

Terdapat pula perbedaan pendapat di kalangan para ulama
apakah yang dikeluarkan zakatnya4tu harus merupakan benda
yang diperdagangkan ataukah dalam bentuk wang '*?

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam salah satu pen-
dapatnya menyatakan bahwa pedagang diperkenankan memilih
dua alternatif yang tersedia, yaitu mengeluarkan bendanya atau
memberikan uangnya. Seorang pedagang kain, boleh berzakat
dengan kainnya, atau juga boleh berzakat dengan harganya dalam
bentuk uang. Sementara itu Imam Syafi’i dalam pendapatnya yang
lain menyatakan bahwa mengeluarkan zakat perdagangan itu,
harus dalam bentuk komoditas yang diperdagangkan, dan bukan
dalam bentuk uang. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal me-
wajibkan mengeluarkan zakat perdagangan dalam bentuk uang,
bukan dalam bentuk benda.!?

Mengomentari ketiga pendapat tersebut, Ibnu Taimiyah'**
menyatakan bahwa pendapat yang paling kuat, adalah pendapat
yang menyatakan bahwa zakat itu dikeluarkan dalam bentuk benda
atau dalam bentuk uang sangat dikaitkan dengan kebutuhan dan

112 thid, him. 337.
113 1bny Rusyd, Bidayatul Mujtahid, {Beirut: Daar el-Fikr, 1995}, Juz 1, hlm. 214.
114 Tbny Taimivah, Fatwa, (Kairo: Kurdistan llmiyyah, 1326 H), Juz 1, hlm. 299.
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48 — zakat dalam Perekonomian Modern

kemaslahatan dari mustahik. Jika mustahik merasa lebih me-
merlukan benda, misalnya kain, maka berikanlah kain kepadadnya.
Dan jika ia membutuhkan wang untuk keperluan yang lainnya,
maka berikanlah uang kepadanya.

e. Zakat Barang Temuan dan Tambang

Meskipun para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat
pada barang tambang dan barang temuan, tetapi mereka berbeda
pendapat tentang makna barang tambang (ma'din); barang termuan
(rikaz), atau harta simpanan (kanz), jenis-jenis barang tambang
yang wajib dikeluarkan zakamya dan kadar-kadar zakat untuk
setiap barang tambang dan temuan. '

Mazhab Hambali sebagaimana dikemukakan dalam al-
Mughni'*® berpendapat bahwa barang tambang itu tidak sama
dengan rikaz. Barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari
dalam bumi yang diciptakan Allah SWT, yang bukan jenis bumi
itu sendiri, bukan pula harta yang sengaja dipendam yang ber-
wujud padat maupun cair. Kepemilikan barang tambang yang
bentuk padat sama dengan kepemilikan emas, perak dan tembaga.
Harta-harta tersebut dimiliki sesuai dengan kedudukan tanah yang
menjadi tempat barang tambang tersebut, karena barang tambang
merupakan salah satu bagian yang térdapat di dalam tanah. Barang
tambang kedudukannya sama dengan tanah atau bebatuan yang
tetap. Berbeda dengan rikaz yang tidak termasuk bagjan tanah.
Oleh karena itu, rikaz dimiliki oleh pemiliknya. Dialah yang paling
berhak atas harta tersebut.

Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya, yang nishab-nya
sama dengan nishab emas dan perak, yaitu 20 misgal emas atau
200 dirham perak, dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen.

Menurut mazhab Hambali, terdapat dua syarat dalam ke-
wajiban zakat barang tambang, Pertama, setelah dibentuk dan di-
bersihkan, emas dan perak hasil penambangan tersebut telah men-
capai nishab, atau jika barang tambang tersebut telah mencapai nishab

115 Wahbah az-Zuhaili, op. cit., hlm. 783.
136 [bnu Qudamah, Tahkik: Abdullah bin Muhsin at-Turki dan Abdul Fatah
Muhammad al-Halwi, (Kairo: Perc. Hajar, 1992), Juz IV, hlim. 231.
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tanpa dibentuk terlebih dahulu, atau jika barang tambang tersebut
bukan emas dan perak, tetapi harganya telah mencapai nishab.

Kedua, orang yang melakukan penambangan tersebut me-
rupakan orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Dengan
demikian, jika orang yang mengeluarkannya adalah orang yang
kafir dzimmi atau orang kafir yang lainnya, maka barang tambang
tersebut, tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun rikaz ialah harta terpendam pada zaman jahiliyah,
yakni harta orang kafir yang diambil pada zaman Islam, baik dalam
jumlah sedikit maupun banyak. Adapun zakat yang wajib di-
keluarkannya sebesar 20 persen yang harus disimpan di Baitulmaal
untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Sedangkan sisanya
diberikan kepada penemunya, dengan catatan daerah penemuan-
nya adalah daerah mubah, yaitu daerah yang tidak ada pemiliknya.

Mazhab Syafi’i, sebagaimana dikemukakan dalam al-Majmu’
Syarh Muhazzab,' berpendapat bahwa barang tambang itu tidak
sama dengan rikaz. Barang tambang ialah harta yang dikeluarkan
dari suatu tempat yang diciptakan Allah SWT, dan hanya khusus
berkaitan dengan emas dan perak. Barang tambang lain selain emas
dan perak, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mazhab Syafi'i juga
berpendapat bahwa dalam barang tambang tidak ada syarat haul
(mencapai waktu satu tahun). Alasannya, dijadikannya haul
sebagai syarat merupakan penunjuk utuhnya pertumbuhan harta,
sedangkan harta yang dikeluarkan dari barang tambang telah
berkembang dengan sendirinya. Dengan demikian, kedudukannya
sama dengan kedudukan buah-buahan dan tanaman.

Selanjutnya, mazhab Syafi’i juga berpendapat bahwa yang
dimaksud dengan rikaz adalah harta terpendam di zaman jahiliyah,
yang apabila ditemukan oleh orang yang memenuhi kriteria
muzakki seperti muslim, dan telah mencapai nishgb maka wajib
dikeluarkan zakatnya sebesar 20 persen.!'®

Mazhab Hanafi, sebagaimana dikemukakan dalam Hasyiyah
Raddul Mukhtar 'Ala Daar el-Mukhtaar'®® berpendapat bahwa barang

117 yn-Nawawi, op. cit., hlm, 48,

18 an.-Nawawi, Ibid.

19 1hnn ‘Abidin, Raddul Mukhtar (Mesir: Mustaafa, al-Babi’ al-Halab}, Juz Ii,
hlm. 318.
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tambang, rikaz, dan harta terpendam adalah sama, yaitu setiap
harta yang terpendam di bawah bumi. Hanya saja, barang tambang
itu adalah harta yang diciptakan bumi, sedangkan rikaz dan harta
simpanan adalah harta yang terpendam oleh orang-orang kafir.

Menurut mazhab Hanafi, barang tambang terdiri dari tiga jenis.
Pertama, barang padat yang mencair dan dapat dicetak dengan
cara memanaskannya dengan api, seperti emas dan perak, besi,
tembaga, timah dan air raksa. Kewajiban zakat dalam harta jenis
ini adalah seperlima, walaupun harta tersebut tidak mencapai
nishab. Kedua, barang tambang padat yang tidak dapat mencair
dan tidak dapat dicetak dengan cara memanaskannya dengan api,
misalnya kapur, baku celak, racun tikus, dan semua jenis bebatuan,
termasuk garam. Ketiga, barang tambang cair, tidak padat, seperti
aspal dan minyak tanah.

Mengenai harta yang wajib dikeluarkan dari harta yang
terpendam atau rikaz, zakatnya adalah seperlima. Dengan catatan,
harta tersebut ditemukan dari tanah yang tidak ada pemiliknya.

Mazhab Maliki*** berpendapat bahwa barang tambang itu tidak
sama dengan rikaz. Barang tambang adalah harta yang diciptakan
oleh Allah SWT di dalam tanah, baik berupa emas, perak, maupun
yang lainnya, misalnya tembaga, timah dan belerang. Untuk
mengeluarkan barang tambang, diperlukan pekerjaan yang berat
dan proses pembersihan yang terus-menerus.

Terdapat tiga jenis kepemilikan barang tambang ini. Pertama,
barang tambang yang didapatkan dari tanah yang tidak dimiliki
oleh seseorang. Harta itu dimiliki oleh pemerintah. Harta tersebut
dibagikan kepada kaum muslimin, atau disimpan di Baitulmal
untuk kemaslahatan umat, dan bukan untuk kepentingan pe-
merintah. Kedua, barang tambang yang didapatkan dari tanah yang
dimiliki oleh seseorang. Harta ini dapat dimiliki pemerintah dan
juga pemilik tanah. Ketiga, barang tambang yang didapatkan dari
tanah yang dimiliki bukan oleh seseorang, misalnya tanah
penaklukan, maka kepemilikannya oleh pemerintah.

120 Muhammad Abu Khudrah, al-Mahirah, (Beirut; Daar Al-Ghanbil Al-Islamy,
1994), Juz L1, hlm. 61.
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Menurut mazhab Maliki,'?! zakat wajib dikeluarkan dari
barang tambang ini, jika sudah mencapai nishab, besarnya adalah
2,5 persen. Persyaratan kewajiban zakat pada barang tambang ini
sama dengan persyaratan pada obyek atau sumber zakat lainnya,
hanya saja tidak ada syarat haul (berlaku satu tahun), melainkan
wajib dikeluarkan zakatnya, pada saat dihasilkannya, sama seperti
zakat pada tanaman.

Mazhab Maliki'*? berpendapat bahwa rikaz ity adalah harta
pendaman jahiliyah, baik berupa emas, perak, maupun yang
lainnya. Mengenai kepemilikan rikaz ini, menurut mazhab Maliki,
terdapat empat kategori. Pertama, rikaz ditemukan di tanah yang
tidak dimiliki dan merupakan pendaman jahiliyah, maka pe-
miliknya adalah penemunya. Kedua, rikaz ditemukan di tanah
yang ada pemiliknya. Harta temuan ini dimiliki oleh pemilik per-
tama (asli}, jika tanah iti sudah berpindah ke berbagai tangan,
melalui hibah, kewarisan, maupun jual beli. Ketiga, rikaz di-
temukan di tanah yang didapatkan melalui penaklukan (ke-
kerasan), maka rikaz ini dimiliki oleh penemunya. Keempat, rikaz
ditemukan di tanah yang didapatkan melalui perjanjian. Harta ini
juga dimiliki oleh penemunya.

FE. ZAKAT DAN PAJAK

Berbagai pendapat kini berkembang di kalangan masyarakat
tentang persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak. Sebagian
mempersamakan secara mutlak, yaitu sama dalam status hukum-
nya, tata cara pengambilannya, maupun pemanfaatannya. Sebagi-
an lagi membedakannya secara mutlak, berbeda dalam pengertian,
tujuan, tata cara pengambilan, sekaligus penggunaannya. Tetapi,
ada pula yang melihat bahwa pada sisi tertentu terdapat persamaan
antara keduanya. Sedangkan pada sisi lain, terdapat perbedaan
yang sangat mendasar antara keduanya. Dalam bab ini dikemuka-
kan persamaan dan perbedaan antara keduanya.

121 pid, him. 63
122 hid.
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1. Persamaan Antara Zakat dan Pajak :
Terdapat beberapa persamaan pokok antara zakat dan pajak,'®
antara lain sebagai berikut.

a. Unsur Paksaan

Seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi
persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya,
penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat, wajib memaksa-
nya. Hal ini sejalan dengan firman-Nya dalam surah at-Taubah:
103.

Dalam sebuah riwayat Abu Dawud'®* dikemukakan bahwa
ketika banyak orang yang mengingkari kewajiban zakat, di zaman
Abu Bakr ash-Shiddiq, beliau bersabda,
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", . . Demi Allah, saya akan memerangi orang yang memisahkan

kewajiban shalat dengan kewajiban zakat. Sesungguhnya zakat itu

hak yang terkait dengan harta. Demi Allah, jika mereka menolak

mengeluarkan zakat unta yang biasa mereka tunaikan kepada

Rasulullah saw, pasti aku akan memeranginya, karena penolakan
fersebut.”

Dalam riwayat lain,'* Rasulullah saw. bersabda, |
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123 yyguf al-Qaradhawi, op. cit., hlm. 995.
124 Sunan Abie Daud, op. cit., him. 1337-1338.
125 Synan Nasa'i, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000}, him. 2246, hadits No. 2451
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"Barangsiapa memberikannya (zakat) karena berharap men-
dapatkan pahala, maka baginya pahalanya. Dan barangsiapa yang
enggan mengeluarkannya, kami akan mengambilnya (zakat), dan
sefengah untanya, sebagai salah satu ‘uzmah (kewajiban yang
dibebankan kepada para hamba) oleh Allah SWT. Tidak sedikit pun
dari harta itu yang halal bagi keluarga Muhammad.”

Demikian pula halnya seorang yang sudah termasuk kategori
wajib pajak, dapat dikenakan tindakan paksa padanya, baik secara
langsung maupun tidak langsung, jika wajib pajak melalaikan
kewajibannya. Tindakan paksa tersebut dilakukan secara ber-
tingkat mulai dari peringatan, teguran, surat paksa, sampai dengan
penyitaan.'*

b. Unsur Pengelola

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman
Allah SWT yang terdapat dalam surah at-Taubah: 60.

Berdasarkan ayat tersebut, dapatlah diketahui bahwasanya
pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara
individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahik,
akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus me-
nangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut
dengan amil zakat."” Amil zakat inilah yang memiliki tugas me-
lakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan
pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.

Dalam bab 11i Undang-undang Republik Indonesia Nomor
38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa
organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu
Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Di samping berkaitan dengan perintah Al-Qurx”an, pengelolaan
zakat oleh amil zakat ini mempunyai beberapa kelebihan atau

126 gybiyakeo Indra Kusuma, Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan (Surabaya: Usaha
Nasional Indonesia, 1988), him. 47,

127 Yysof al-Qaradhawi (op. cit,, hlm. 586} menyatakan bahwa amil zakat itu
harus metnenuhi syarat muslim, mukallaf, terpercaya dan amanah, mengetahui hukum-
hukurmn yang berkaitan dengan zakat, dan dapat :nelaksanakan tugas-tugas keamilan.
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keunggulan,'?® antara lain sebagai berikut. _

Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran
zakat.

Kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apa-
bila berhadapan langsung menerima haknya dari para wajib zakat
(muzakki).

Ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang
tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang
ada pada suatu tempat. '

Keempat, untuk memperlihatkan syt'ar Islam dalam semangat
penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang islami.

Sementara itu dalam Bab II pasal 5 Undang-undang Nomor
38 Tahun 1999 dikemukakan bahwa pengelolaan zakat, melalui
amil zakat, bertujuan:

a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunai-
kan zakat sesuai dengan tuntunan agama,

b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam
upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan
sosial;

c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Adapun pengelolaan pajak, jelas harus diatur oleh negara. Hal
ini sejalan dengan pengertian pajak itu sendiri, yaitu iuran kepada
negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak men-
dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum, berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan.'?

¢. Dari Sisi Tujuan -
Dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat, zakat
menmiliki tujuan yang sangat mulia, seperti digambarkan oleh

128 Ahdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial, (Jakarta: Raja
Gralindo Persada, 1998}, hlm. 87-88.

129 Adriani sebagaimana dilutip oleh Subiyakto Indra Kusuma dalam Mengenal
Dasar-dasar Perpajakan (Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 1987), him. 13.
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Muhammad Said Wahbah'® yaitu sebagai berikut.

1. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan
solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam.

2. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial
ekoniomi dalam masyarakat.

3. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat ber-
bagai bencana, seperti bencana alam maupun bencana lainnya.

4. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik,
persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masya-
rakat.

5. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penang-
gulangan biaya hidup para gelandangan, para pengangguran
dan para tunasosial lainnya, termasuk dana untuk membantu
orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana
untuk itu.

Pada akhirnya, zakat bertujuan untuk menciptakan kesejah-
teraan, keamanan, dan ketenteraman.!*!

Demikian pula pajak, dalam beberapa tujuan relatif sama de-
ngan tujuan tersebut di atas, teruatama dalam hal pembiayaan
pembangunan negara untuk menciptakan kesejahteraan masya-
rakat banyak.!®? Sementara itu, Sjechul Hadi Permono!* me-
ngemukakan bahwa terdapat kesamaan dalam tujuan zakat dengan
Ppajak, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masya-
rakat adil makmur yang merata dan berkesinambungan antara
kebutuhan material dan spiritual.

2. Perbedaan Antara Zakat dan Pajak

Terdapat beberapa perbedaan pokok antara zakat dan pajak,
yang menyebabkan keduanya tidak mungkin secara mutlak
dianggap sama, meskipun dalam beberapa hal terdapat beberapa

130 Muhammad Said Wahbah, dkk. Dirasah Mugaranah fi Zakat al-Maal, (Jeddah:
Tihatna, 1984), Cet. 1. hlm. 97.

131 Rachmat Djatnika, Infak, Sedekah, Zakat, dan Wakaf, Sebagai Komponen dalam
Pembangunan, (Surabaya: Al-lkhlas, tt}, hlm, 11.

132 Subyakto Indra Kusumah, op. cit., him. 114.

133 Sjechul Hadi Permono, Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan
Nastonal, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 77-78.
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persamaan di antara keduanya. Beberapa perbedaan mendasar
tersebut, antara lain'** sebagai berikut.

a. Dari Segi Nama

Secara etimologis, zakat berarti bersih, suci, berkah, tumbuh,
maslahat, dan berkembang. Artinya setiap harta yang dikeluarkan
zakatnya akan bersih, tumbuh, berkah, dan berkembang, Demikian
pula bagi muzakki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam
surah ar-Ruum: 39 dan surah at-Taubah: 103.

Sedangkan pajak, berasal dari kata al-dharibah yang secara
etimologis berarti beban, seperti dalam kalimat:

"Ia telah membebankan kepadanya upeti untuk dibayarkan”'>>

Kadangkala diartikan pula dengan al-jizyah yang berarti pajak
tanah (upeti), yang diserahkan oleh ahli dzimmah (orang yang
tetap dalam kekafiran, tetapi tunduk aturan pemerintahan Islam)
kepada pemerintah Islam. Allah SWT berfirman dalam surah at-
Taubah: 29,
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"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan
tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan
apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasutullah saw. dan tidak
beragama dengan agama yang benar (agama Allah), {yaitu orang-
orang) yang diberi al-Kitab kepada mereka, sampai mereka mem-
bayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”

Tafsir Depertemen Agama Republik Indonesia™ pada catatan
kaki no. 638, memberikan keterangan bahwa yang dimaksud

134 yysuf al-Qaradhawi, loc. cit., hlm, 998.

135 Majma’ Lughah al-‘Arabiyyah, op. cit,, him. 122,

136 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya, 1971,
him. 283.
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dengan jizyah adalah pajak kepala yang dipungut oleh pemerintah
Islam dari orang-orang yang bukan Islam sebagai perimbangan
bagi jaminan keamanan diri mereka sendiri.

b. Dari Segi Dasar Hukum dan Sifat Kewajiban

Zakat ditetapkan berdasarkan nash-nash Al-Qur an dan hadits
Nabi yang bersifat qathi’, sehingga kewajibannya bersifat mutlak
atau absolut dan sepanjang masa. Yusuf al-Qaradhawi'*’ me-
nyatakan bahwa zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan
terus-menerus. Ia akan berjalan terus selama Islam dan kaum mus-
limin ada di muka bumi ini. Kewajiban tersebut tidak akan dapat
dihapuskan oleh siapa pun. Seperti halnya shalat, zakat merupakan
tiang agama dan pokok ajaran Islam. Ia merupakan ibadah dalam
rangka tagarrub kepada Allah SWT, karenanya memerlukan ke-
ikhlasan ketika menunaikannya, di samping sebagai ibadah yang
mengandung berbagai hikmah yang sangat penting dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan umat. Allah SWT berfirman dalam
surah al-Bayyinah: 5,
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"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah
dengan merurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan)
agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan
menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”

Karena itu, dalam pembahasan fighiyyah, kajian zakat dimasuk-
kan ke dalam bagian ibadah, bersama kajian tentang thaharah
(bersuci), shalat, shaum, dan ibadah haji. Sedangkan pajak, ke-
beradaannya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang
dituangkan dalam bentuk undang-undang. Di Indonesia, misalnya,
hukum pajak bersumber dan berdasarkan pada pasal 23 ayat (2)
Undang-undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keperluan

137 yysuf al-Qaradhawi, op. cit. , hlm. 1001,
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negara berdasarkan undang-undang 13

¢. Dari Sisi Objek dan Persentase dan Pemanfaatan
Zakat, memiliki nishab (kadar minimal) dan persentase yang

sifamya baku, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam berbagai
hadits Nabi. Nishab zakat emas perak adalah senilai 85 gram dan
persentase zakatnya adalah 2,5 persen. Demikian pula zakat harta
perdagangan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan ko-
moditas-komoditas lainnya seperti telah dikemukakan pada bab-
bab terdahulu. Demikian puila pemanfaatan dan penggunaan zakat,
tidak boleh keluar dari asnaf yang delapan, sebagaimana tergambar
dalam firman Allah surah at-Taubah: 60, meskipun terjadi per-
bedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kriteria dari masing-
masing mustahik.

Sedangkan aturan besar dan pemungutan pajak sangat ber-
gantung pada peraturan yang ada serta tergantung pula pada obyek
pajaknya. Dalam berbagai literatur'®® dikemukakan bahwa besar-
nya pajak sangat tergantung pada jenis, sifat dan cirinya. Dilihat
dari sifamya terdapat berbagai macam pajak, yaitu sebagai berikut.
a. Pajak Pribadi. Dalam hal ini pengenaan pajak lebih memper-

hatikan keadaan pribadi seseorang, seperti istri, jumlah anak,

dan kewajiban finansial lainnya (PPH Pribadi).

b. Pajak Kebendaan. Yang diperhatikan adalah obyeknya, pribadi
wajib pajak dikesampingkan (PPH Badan Hukum).

¢. Pajak atas Kekayaan. Yang menjadi obyek pajak adalah ke-
kayaan seseorang atau Badan (PKK).

d. Pajak Atas Bertambahnya Kekayaan. Pengenaannya didasarkan
atas seseorang yang mengalami kenaikan/pertambahan
kekayaan, biasanya dikenakan hanya saeu kali.

e. Pajak Atas Pemakaian (Konsumsi). Pajak atas kenikmatan
seseorang (PRT/PPI).

f. Pajak Yang Menambah Biaya Produksi. Yaitu pajak yang di-
pungut karena jasa negara yang secara langsung dapat dinik-
mati oleh para produsen.

138 Sybyakto Indra Kusuma, op. cit., hlm, 19.
139 1hid, him. 35-36.
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Jika zakat harus dipergunakan untuk kepentingan mustahik
yang berjumlah delapan asnaf, maka pajak dapat dipergunakan
dalam seluruh sektor kehidupan, sekalipun dianggap sama sekali
tidak berkaitan dengan ajaran agama. Sjechul Hadi Permono®
menyatakan bahwa letak persamaan antara pendayagunaan pajak
dan pendayagunaan zakat adalah semua bidang dan sektor pem-
bangunan yang dibiayai dari dana zakat, kecuali: (1) untuk agama
non-Islam, (2) untuk Aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, (3) yang tidak mengandung taqarrab (kebajikan, ke-
baikan menurut ajaran Islam), dan (4) yang berbau maksiat dan
atau syirik menurut pandangan ajaran Islam. Secara khusus Sjechul
Hadi Permono®! juga menyatakan bahwa letak perbedaan pen-
dayagunaan zakat dan pajak adalah sebagai berikut.

1. Empat macam pengecualian tersebut di atas tidak dapat
dibiayai dari dana zakat, sekalipun dapat dibiayai dari dana
pajak. Karena keempat macam pengecualian tersebut ber-
tentangan dengan arti ibadah dari zakat. Bahkan untuk pem-
bangunan sarana agama non-Islam, aliran kepercayaan dan
yang berbau maksiat dan syirik, dianggap membahayakan ajar-
an Islam.

2. Banyak bidang yang dapat dibiayai dari dana zakat, tetapi tidak
dapat dibiayai dari dana pajak, yaitu segala program dan ke-
giatan yang dapat dimasukkan dalam katagori mustahik zakat
(a) 'amilin (b) mu'allaf (c) rigab dan (d) gharim.

Muhammad Bagir al-Habsyi'* mengemukakan bahwa per-
bedaan esensial antara zakat dan pajak antara lain sebagai berikut.
1. Ketentuan kadar zakat yang diwajibkan oleh syariat atas

masing-masing jenis harta, seperti 2,5 persen, lima persen, 10

persen, dan 20 persen yang tidak sama dengan kadar atau

persentase pajak yang ditentukan oleh setiap pemerintahan
atas setiap jenis penghasilan.
2. Niat khusus yang menyertai pengeluaran zakat sebagai ibadah

140 giechul Hadi Permono, op. cit., him. 84
141 bid, him. 85.
142 pyuhammad Bagir al-Habsyi, Figh Praktis, (Bandung; 1999), him. 327

- A



80 — Zakat dalam Perekonomian Modern

dan pendekatan diri kepada Allah SWT yang tidak dapat di-
persamakan dengan niat ketika membayar pajak kepada pe-
merintah.

3. Ketentuan khusus tentang orang-orang atau lembaga-lembaga
tertentu yang diperbolehkan maupun yang tidak dibolehkan
menerima zakat, sebagaimana telah dirinci oleh Al-Qur'an dan
hadits Nabi.

Dari uraian tersebut di atas, dapatiah diketahui secara jelas
bahwa zakat dan pajak, meskipun pada beberapa sisi memiliki
kemiripan dan kesamaan, akan tetapi pada sisi-sisi yang lain, me-
miliki berbagai perbedaan yang sangat mendasar. Karenanya, tidak
mungkin antara keduanya dianggap sama secara mutlak. Ke-
beradaan zakat bersifat abadi, sementara keberadaan pajak sangat
ditentukan oleh kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam
bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya di bawah
undang-undang. Demikian pula zakat hanya diwajibkan kepada
kaum muslimin yang memenuhi persyaratan obyek atau sumber
zakat, sedangkan pajak berlaku pada setiap warga negara, dengan
tidak membedakan agama yang dianutnya. Demikian pula dalam
aspek pemanfaatan dan pendayagunaannya.

3. Pembayaran Zakat dan Pajak

Apabila dana zakat belum memenuhi kebutuhan mustahik
secara optimal, terutama dalam rangka peningkatan kualitas ke-
hidupan mereka, ataupun kekurangan dana untuk kepentingan
pembangunan masyarakat secara lebih luas, maka ajaran Islam
mendorong umatnya untuk tidak hanya menunaikan kewajiban
zakat, tetapi juga menunaikan infak dan sedekah yang tidak
terbatas jumlahnya sekaligus pemanfaatan dan pendayagunaannya
yang sangat luas dan fleksibel, mencakup semua bidang dan sektor
kehidupan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Allah SWT
berfirman dalam surah al-Bagarah: 195
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*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan
janganiah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,
dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang berbuat baik.”

Demikian pula halnya pembayaran pajak yang ditetapkan oleh
pemerintah melalui undang-undangnya wajib ditunaikan oleh
kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan di
berbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh
masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pen-
didikan, kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan
dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan
bersama. Ada beberapa alasan keharusan kaum muslimin
menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan negara, di samping
penunaian kewajiban zakat, antara lain sebagai berikut.

Pertama, firman Allah SWT surah al-Bagarah: 177,
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"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat

itu suatu kebajikan, akan fetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah
beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-
kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada
kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang
memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta;
dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan
menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila
ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan,
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penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang
benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Imam al-Qurthubi'* ketika menafsirkan ayat ini dalam kalimat
("...dan memberikan harta yang dicintainya. ..”) mengemukakan
bahwa para ulama telah sepakat, jika kavm muslimin--walaupun
sudah menunaikan zakat--memiliki berbagai kebutuhan dan
keperluan yang harus ditanggulangi, maka wajib mengeluarkan
harta untuk keperluan tersebut. Terkait dengan ayat ini, Imam al-
Qurthubi'** juga mengemukakan sebuah hadits riwayat Imam
Daaruquthni dari Fathimah binti Qayis, Rasulullah saw. bersabda,

R | . -
§ AT G S IO SO P
"Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain, di luar zakat.”

Hadits ini dikemukakan pula dalam Jaami’ at- Turmudzi'*® dengan
redaksi yang berbunyi bahwasanya Fathimah binti Qayis berkata,

O 1 JG IS o oy ade B o LB L ETL B
- ” - ’l - A .- - - | ]

Sipe P Y e W S G e W JU

§\vv 5

"Nabi saw. ditanya tentang zakat, beliau bersabda, ‘Sesungguh-

nya dalam harta itu ada kewajiban lain di luar zakat’, kemudian
Nabi saw. membaca ayat Al-Qur an surah al-Bagarah ayat 177.””

Kedua, perintah dari ulil amri (pemerintah) wajib ditaati sela-
ma mereka menyuruh pada kebaikan dan ketaatan serta kemasla-
hatan bersama. Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisaa”: 59,
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143 Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, op. cit., Jilid 1, hln. 162.
144 1hid, him. 163
195 Sunan Turmudzi, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 1711,
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oo ¢ %23 ety
5 Hogb G-ty e
"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada
Allah (AI-Quran) dan Rasulullah saw. (surmahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang
secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan
bertentangan pula dengan kemaslahatan bersama, maka tidak ada
alasan bagi urnat Islam untuk membayar pajak. Muhammad Ali
ash-Shabuni!*® ketika menafsirkan ayat tersebut menyatakan
bahwa ketaatan kepada penguasa jika mereka adalah kaum mus-
limin yang berpegang teguh pada syariat Islam, dan tidak ada
ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Khaliq (Allah
SWT).

Ketiga, solidaritas sosial dan tolong-menoclong antara sesama
kaum muslimin dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan
takwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, sebagaimana
dinyatakan dalam surah al-Maa’idah: 2.

Keempat, kaidah-kaidah umum hukum syara’. Yusuf al-
Qaradhawi'*” menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu ke-
wajiban atau menetapkan suatu fatwa, di samping berlandaskan
pada nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi,
juga dilandaskan pada kaidah-kaidah dan prinsip umum hukum
syara’. Dari kaidah-kaidah tersebut timbul berbagai istilah seperti
memelihara kepentingan umum, menolak bahaya didahulukan
atas manfaat dari dua hal yang sama-sama bermanfaat, memilih
sesuatu yang bahayanya lebih kecil dari dua hal atau dua keadaan
yang sama-sama berbahaya. Imam al-Ghazali (wafat 505 H),
seorang ulama yang, menurut Yusuf al-Qaradhawi,'* jarang mem-

146 Muhammad Ali ash-Shabuni, Shafwatut Tafaasir, (Beirut Lebanon; Daar ¢l
Thya ai-Turais al-‘Arabi, 1993), Jilid I, hlm. 285.

17 Yusuf al-Qaradhawi, op. cit,, hlm. 1072,

148 fhid, him. 1073.
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pergunakan kaidah al-mashalih al-mursalah kemaslahatan bersama
yang disepakati’ menyatakan bahwa jika negara sangat mem-
butuhkan dana untuk kepentingan militer atau pertahanan dan
keamanan, karena khawatir adanya gangguan dan serangan dari
musuh, maka boleh saja negara mengambil pajak dari orang-orang
kaya untuk menutupi keperluan tersebut. Sementara itu menurut
mazhab Maliki,'*® bahwa berdasarkan prinsip al-mashalaih al-
mursalah jika sewaktu-wakiu Baitulmal mengalami defisit, sedang
kebutuhan untuk membiayai tentara meningkat dan baitulmaal
(anggaran negara) tidak mampu membiayainya, maka pada saat
itu pemerintah boleh memungut secara teratur dari orang-orang
kaya, harta secukupnya, sampai Baitulmaal terisi kembali, atau
dapat mencukupi.

Menurut mazhab Maliki, pemerintah yang adil hendaklah me-
laksanakan pungutan ini secara teratur pada musim panen atau
saat mengetam buah-buahan, hingga tidak menyulitkan orang-
orang kaya, dan hati mereka pun tetap merasa lega.

Atas dasar itu semua, adalah sah-sah saja adanya dua kewajiban
bagi kaum muslimin (terutama kaum muslimin di Indonesia),
yaitu kewajiban menunaikan zakat dan pajak secara sekaligus.
Hanya saja seperti dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor
38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bab IV Pasal 14 ayat
(3) bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat
atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba / pendapatan sisa
kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,
pada pasal (9) ayat (1) dikemukakan bahwa untuk menentukan
besarnya penghasilan kena pajak, bagi wajib pajak dalam negeri
dan bentuk usaha, tetap tidak boleh dikurangkan: (g). harta yang
dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana
dimaksud pasal Pasal 4 ayat (3) huruf a dan hurufb, kecuali zakat

149 1bn 1dvis al-Quuai, al-Dzahirah (Beirut: Daar el-Ghurob Al-Islamy, 1994), Juz
111, him. 79.
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atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak
orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan
dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada
badan amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.

Kedua undang-undang tersebut merupakan upaya maksimal
(setidak-tidaknya untuk saat ini) untuk mengakomodasi keinginan
kaum muslimin (khususnya di Indonesia) agar pembayaran zakat
didahulukan daripada pajak, sekaligus zakat tersebut dapat
mengurangi biaya pembayaran pajak.

* ok



Bab Ke- 2

KONSEP TENTANG
PEREKONOMIAN MODERN

A- EKONOMI MODERN

[lmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji
bagaimana orang per orang dan kelompok-kelompok masyarakat
menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak
terbatas. Untuk memuaskan bermacam ragam keinginan tersebut,
tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya
ini tidak tersedia dengan bebas. Karenanya, sumber daya ini langka
dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan
dapat terjadi antara penggunaan sekarang dan penggunaan masa
depan. Selain itu penggunaan sumberdaya tersebut menimbulkan
pula biaya dan manfaat. Mengingat adanya biaya dan manfaat maka
diperlukan pertimbangan efesiensi dalam penggunaan sumber
daya.!

15icat dan Arndt, Himu Ekonomi Untuk Konteks Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1991),
him. 3. Meskipun keinginan manusia dinyatakan tidak ada batasnya, tetapi dalam
perspekitif ajaran Islam, keinginan tersebut harus dibatasi dengan koridor etika, moral,
dan akhiak, baik ketika mengusahakannya maupun ketika akan memanfatkannya,
sebab kedua-duanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT pada hari
akhir nant, Kemiskinan struktural, kelalirnan, dan perilaku korup serta kerakusan dan
ketamakan sesungguhnya akibat dari tidak dibatasinya keinginan manusia itu. Dalam
sebuah hadits riwayat Imam Bukhari dan muslirn, Rasulullat saw. bersabda, "Jika seorang
manusia telah memiliki dua lembah gunung yang berisi harta bendanya, pasti ia akan

66 — Zakat dalam Perekonomian Modern T ks
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Masalah-masalah pokok ekonomi mencakup pilihan-pilihan
yang berkaitan dengan konsumsi, produksi, distribusi dan per-
tumbuhan sepanjang wakiu. Semua satuan ekonomi baik individu
maupun negara selalu menghadapi masalah-masalah tersebut.?

Ratusan tahun sebelum Masehi para cerdik pandai sudah mulai
membahas berbagai masalah ekonomi. Cara pembahasan masalah-
masalah ekonomi itu masih dilakukan secara insidentil dan lagi
pula terlepas satu sama lain. Ajaran-ajaran dalam bidang ekonomi
pada waktu itu belum dapat merupakan suatu ilmu. Pandangan
orang atas masalah-masalah ekonomi yang dianggap penting dan
prinsipil pada umumnya bersifat sosial-etis pada permulaannya
untuk kemudian mengarah kepada pandangan yang lebih bersifat
ekonomis.

Penulisan-penulisan masalah ekonomi yang bersifat ilmiah
memunculkan pembagian periodisasi dalam sejarah perekono-
mian. Djojohadikusumo® membaginya atas zaman Praklasik,
Zaman Klasik dan Mazhab Neo Klasik. Jean Bodin (1530-1596),
Thomas Munn (1571-1641), Franqois Quesnay (1694-1774) dan
Jaques Turgot (1721-1781) merupakan tokoh-tokoh Pra Klasik.
Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823), Jean Baptist
Say (1767-1832), Thomas Robert Malthus (1766-1834) dianggap
sebagai tokoh Klasik. Sedangkan Neo Klasik diwakili oleh Herman
Henrich Gossen (1810-1858), Eugen von Bohm Bawer (1851-
1914), Alferd Marshall (1842-1924), ]. R Hicks (1904-.....), Irving
Fisher (1867-1947), Leon Walras (1834-1910), Vilfredo Pareto
(1848-1923). John Maynard Keynes dianggap sebagai tokoh Neo
Klasik akhir yang memberi nuansa baru dan mengadakan perumus-
an ulang terhadap doktrin pelajaran mazhab Klasik dan Neo Klasik.

mencari lembah yang ketiga. Dar tidak akan mengenyangkan pada perut manusia kecuali
tanah (maksudnya mati, Pen.} dan Allah SWT akan menerima tobat dari setiap orang
yang bertaubat kepada-Nya. (Mukhtaar Ahaadits, hlm. 143)

Hemat penulis, kehancuran sitem ekonomi saat ini karena paradigma berpikir
kapitalis dan sosialis yang telah menjadikan hawa nafsu manusia sebagat pengendali
aktivitas ekonominya, bukannya moral, etika, dan akhlak.

2 tbid., him. 21.

3 Djojohadikusumo, Sumitvo, Perkernbangan Pemikiran Ekonomi, (Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 1991), him. x — xxviii.
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Kurang lebih pada tahun 1870-an ada pergeseran dalam aliran
ekonomi, di mana aliran ekonomi yang baru ini menggantikan
aliran ekonomi klasik. Alasan adanya pergeseran ini di samping
pada wakiu itu tampak pentingnya kemajuan teknologi dan adanya
penemuan sumber-sumber produksi baru, juga ada kemungkinan-
kemungkinan untuk perkembangan lebih lanjut di bawah ke-
majuan teknologi. Aliran baru ini disebut dengan aliran Neo Klasik.
Aliran Neo-Klasik mempelajari tingkat bunga, yaitu harga modal
yang menghubungkan nilai pada saat ini dan saat yang akan datang.
Pembicaraaan mengenai tingkat bunga akhirnya sampai pada
masalah akumulasi kapital. Pada bidang inilah kaum Neo Klasik
banyak menyumbangkan pendapat terhadap teori perkembangan.*

Usaha untuk mengubah landasan-landasan pokok atau
sokoguru dari ilmu ekonomi larma atau Klasik itu sesungguhnya
sudah dimulai sejak tahun 1920. Tetapi, mulai tampak pada tahun
tiga puluhan dan baru mencapai hasilnya pada sekitar tahun 1936,
yakni pada waktu Keynes mengeluarkan bukunya yang berjudul
The General Theory of Employment, Interest and Money. Pada tahun
itu, orang mulai dapat mengatakan Ekonomi Modern--sebagai
lawan dari Ekonomi Klasik--telah dilahirkan dan sebagai bapak
adalah John Myanard Keynes (1883-1946), guru besar Cambridge,
Inggris.?

Dalam sejarah perkembangan ilmu ekonomi, The General
Theory dinilai telah menimbulkan suatu revolusi ilmu pengeta-
huan. Sebelum buku itu terbit, teori-teori yang ada khususnya
teori marjinal yang dikembangkan oleh kaum Neo Klasik, tidak
sanggup menjelaskan persoalan ekonomi besar pada wakm itu,
yaitu keadaan ekonomi bisa dan telah mencapai keseimbangan,
tetapi di dalamnya masih terdapat juga tingkat pengangguran yang
tinggi. Sistem kapitalis yang laissez faire pada waktu itu
membuktikan diri bahwa invisible hand-nya tidak mampu
menciptakan aggregate demand yang cukup untuk bisa menjamin
tersedianya kesempatan kerja. Dalam situasi itu Keynes membawa

4 Irawan dan Suparmoka, Ekongmika Pembangunan, (Yagyakaria: BPFE, 1997),
him. 2.
3 Tohir, Kaslan A. Ekenemi Modern, {Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hlm. 44.
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paradigma baru yang mampu memahami persoalan dan melahirkan
kebijaksanaan yang mengatasi permasalahan masyarakat.®

Ada pendapat yang mengatakan bahwa apa yang diajarkan
oleh Ekonomi Modern itu sebenarnya sudah tercakup dalam
ajaran-ajaran dari Alferd Marshall dari Mazhab Guna-Batas. Ada
juga yang mengatakan bahwa Ekonomi Modern itu merupakan
suatu perpaduan antara pendapat-pendapat yang lama dan baru.
Karenanya Ekonomi Modern tidak dapat dikatakan ‘revolusioner”.
Jiwa dari Ekonomi Modern adalah "evolusioner” dan tidak
dianggap berlawanan dengan Ekonomi Klasik.’

Perbedaan pokok Ekonomi Modern dengan Ekonomi Klasik
dapat dilihat dari dua aspek, yaitu sebagai berikut.
1. Aspek perbedaan sokoguru-sokoguru ekonomi, pada tiga hal

yaitu sebagai berikut.

Pertama, Ekonomi Modern membongkar Hukum Say yang
menjadi sokoguru Ekonomi Klasik. Say mengajarkan bahwa
produksi berkelebihan dan pengangguran total dalam
kehidupan perekonomian yang bebas tidak akan terjadi. Hal
yang mungkin terjadi adalah produksi kelebihan sektorial dan
pengangguran friksi.

Kedua, Ekonomi Klasik mengajarkan bahwa harga sebagai
"the invisible hand” akan mengatur proses ekonomi sedemikian
hingga keperluan konsumen dapat terpenuhi secara optimal
dan efisien (theorema optimum). Ekonomi Modemn berpendapat
bahwa "theorema optimum” itu hanya berlaku dalam pasar
yang sifatnya bebas (persaingan bebas), sedangkan kenyataan
menunjukkan bahwa struktur dan organisasi pasar itu umum-
nya tidak demikian. Umuranya pasar yang kita hadapi adalah
pasar oligopoli. Sebagai konsekuensi daripada perbedaan
pendapat tentang masalah pembentukan harga maka dalam
masalah "pembagian pendapatan nasional” pun terdapat per-
bedaan prinsipil.

6 Fusfeld dalam Raharjo, Dawam. Esei-Esei Ekonomi Politik, (Jakarta: LP3ES, 1983),
him. 24.
7 Tohir, op. ¢it., him. 45-46.
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Fkonomi Klasik menganggap hal itu sebagai lanjutan “teori
harga”, sebab pendapatan merupakan harga juga. Upah buruh
adalah harga tenaga manusia demikian pula sewa tanah adalah
harga. Ekonomi Klasik juga mengajarkan bahwa untuk ke-
makmuran masyarakat diperlukan berbagai jenis dan juga jumlah
barang. Keperluan masyarakat terhadap hal tersebut akan ter-
cermin dalam permintaan di pasar. Melalui mekanisme pem-
bentukan harga pasar arah dan irama produksi akan ditentu-
kan. Ekonomi Modern mengajarkan bahwa letak masalah-
masalah ekonomi berada di luar masalah harga. Kemakmuran
masyarakat ditentukan oleh tinggi pendapatan nasional atau
pendapat masyarakat. Peristiwa-peristiwa ekonomi lainnya
seperti deflasi, inflasi, perpajakan, neraca pembayaran, per-
tumbuhan kehidupan perekonomian mempunyai pengaruh
yang besar atas taraf kemakmuran masyarakat. Karena im,
ajaran Fkonomi Modemn berpusat pada ajaran tentang pen-
dapatan nasional dan keseimbangan pertumbuhan ekonomis.

Ketiga, tentang asas "laissez faire, laissez aller”. Ekonomi
Klasik mengajarkan bahwa kehidupan ekonomi itu akan
mencapai optimumnya kalau pemerintah tidak ikut campur
tangan dalam jalannya reda perekonomian. Sebaliknya,
Ekonomi Modern berkeyakinan bahwa pemerintah harus
mempunyai peranan aktif dalam jalannya roda perekonomian.

2. Aspek perbedaan cara kerja. Ekonomi Klasik dalam analisa-
nya atas peristiwa-peristiwa ekonomis lazim mempergunakan
"cara deduktif”’. Cara ini mengandung banyak kelemahan dan
bahaya. Selanjutnya sifat dari ajaran Ekonomi Klasik adalah
kualitatif. Ekonomi Modern dalam analisanya atas peristiwa-
peristiwa ekonomi mempergunakan "cara induktif” yang
dikawinkan dengan "cara deduktif”. Ekonomi modern mem-
petgunakan juga ilmu matematika. Peristiwa-peristiwa ekono-
mi sejauh mungkin dituangkan dalam rumus-rumus kuanti-
tatif dan atau dalam bentuk grafik (Ekonometri). Ekonometri
tidak dapat dipersamakan dengan Ekonomi Matematik.

= ,t..*“



Bab Ke-2: Konsep tentang Perekonomian Modern — 71

Ekonomi Matematik adalah teori deduktif yang dituangkan
dalam rumus matematis.® '

Perekonomian modern yang benihnya mulai muncul sejak
terjadinya Revolusi Industri telah bergerak selama dua abad dengan
berbagai fluktuasinya. Secara garis besar Kondratief dalam Djojo-
hadikusumo® mengungkapkan tiga gelombang jangka panjang
perekonomian negara-negara industri, yaitu sebagai berikut.

Gelombang Pertama (1780-1840) mulai akhir abad XVIII
dengan tahap awal Revolusi Industri. Tenaga manusia diganti oleh
mesin. Investasi secara besar-besaran dilakukan dalam pembuatan
berbagai rupa dan jenia peralatan mesin, Satu sama lain it
membawa perubahan pada sifat dan corak ketenagakerjaan. Efek
sekunder dari investasi itu dengan munculnya industri-industri
baru juga menimbulkan permintaan baru dalam tingkatnya
maupun dalam sifatnya.

Gelombang Kedua (1840-1890) berawal sekitar tahun 1840
dan berkenaan dengan perluasan jaringan kereta api, mekanisasi
di bidang pertanian dan penggunaan pupuk kimia. Hal itu juga
ada hubungannya dengan pembukaan kawasan baru dalam dunia
Barat (terutama di Amerika Serikat) dan imperialisme negara-
negara industri Barat untuk menguasai wilayah-wilayah baru di
berbagai benua lain. Gelombang kedua ini berlangsung sampai
pada tahap perekonomian ekonomi, di mava jaringan kereta api
mendapat saingan berat dari kendaraan bermotor (industri
otomotif).

Gelombang Ketiga (1890-1940) ditandai oleh banyaknya
investasi di bidang tenaga listrik, yang pada gilirannya diterapkan
secara luas di berbagai bidang dan jenis industri. Hal itu disertai
oleh investasi dalam bidang pengangkutan dan komunikasi.
Munculnya era kendaraan bermotor membawa serta investasi
dalam prasarana fisik (jaringan jalan, jembatan). Menjelang Perang
Dunia I (yang dua dasawarsa kemudian disusul oleh Perang Dunia

8 Ibid.
9 Djojohadikusumo, op. cit., hlm. 325.
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Kedua) sangat menonjol peningkatan dan perluasan industri
persenjataan beserta industri-industri pendukungnya.

Kondratieff dalam Djojohadikusumo'® menunjuk pada empat
faktor dinamika yang saling berkaitan dan sangat berperanan dalam
gerak kecenderungan jangka panjang yaitu tekonologi dan inovasi,
peperangan dan revolusi, produksi emas dan sumberdaya alam,
khusus yang berkaitan dengan produksi pertanian. Dalam
perkembangan jangka panjang dapat diperhatikan bahwa apa yang
dianggap sebagai sebab bagi peningkatan kegiatan ekspansi sering
merupakan akibat kelangsungan atau konsekuensi dari kekuatan-
kekuatan yang sudah berperan dalam tahap sebelumnya. Diakui
Kondratieff bahwa pada suatu saat tertentu dalam perkembangan
sejarah sulit sekali untuk membedakan dan menentukan faktor
apa dan mana menjadi sebab, serta faktor apa dan mana merupakan
akibat. Pendekatannya ialah segala sesuatu itu sebaiknya dilihat
sebagai interaksi antara sebab dan akibat yang keduanya
memperkuat gerak kecenderungan menaik dan menurun dalam
pola gelombang jangka panjang.

Djojohadikusumo’ menafsirkan sendiri pola dan arah
perkembangan keadaan sejak pertengahan abad XX ini yang dalam
rangka pendekatan Kondratieff dapat diadakan identifikasi
Gelombang Keempat yang berawal dari masa 1945-1950 sejak
Perang Dunia I1. Sejak itu perekonomian dunia mulai meningkat
dan berkembang dalam tahap ekspansi. Hal itu mula-mula men-
dapat dorongan kuat dari Rencana Marshall dengan adanya
investasi besar-besaran untuk rehabilitasi Eropa Barat. Inovasi di-
selenggarakan secara luas di berbagai bidang industri berdasarkan
penerapan hasil teknologi mutakhir yang dikembangkan semasa
peperangan sebelumnya. Ekspansi dalam kegiatan ekonomi
ternyata berlangsung lama, 20-25 tahun, sampai titik puncaknya
tahun 1973/1974. Sesudah itu, perkembangan mendatar pada
semacam tahap plateau dan kemudian menurun terus sampai
sekarang. Tahap kemunduran dalam gerak kecenderungan jangka
panjang ini diperkirakan akan berlangsung sampai menjelang

10 1bid, him. 326.
11 fhid, him. 354-355.
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tahun 2000. :

Ramalan Djojohadikusumo tampaknya mendekati kenyataan.
Sejak pertengahan tahun 1997 sebagian belahan dunia mengalami
krisis ekonomi yang luar biasa, termasuk Indonesia. Krisis
ekonomi Indonesia diawali dari krisis moneter yang bermula di
Thailand dan Korea Selatan. Indonesia mengalami krisis yang
paling buruk diantara negara-negara lainnya. Pada tahun 1998
indikator ekonomi makro menunjukkan tingkat inflasi mencapai
80 persen, suku bunga komersial sebesar 60 persen, dan nilai
tukar menurun tajam, yakni Rp15.000 per dolar AS. Akibatnya
krisis ekonomi melanda perekonomian nasional. Sektor industri,
manufaktur dan jasa mengalami penurunan aktivitas, dan
akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja. Sekitar 38 juta
orang menganggur secara terbuka. Pada waktu bersamaan terjadi
juga musim kering panjang akibat El Nino pada akhir 1997,
berakibat kegagalan panen pangan dan kebakaran hutan di
Sumatra dan Kalimantan. Begitu pula musim hujan yang
berlebihan akibat La Nina selama pertengahan tahun 1998
memperburuk hasil panen pangan. Rentetan akibat krisis-krisis
tersebut dirasakan sampai sekarang. Ekspor menurun, mem-
perburuk neraca perdagangan. Depresiasi rupiah memperburuk
neraca pembayaran luar negeri. Kepercayaan luar negeri kepada
negara Indonesia semakin menyusut."?

B. PERTANIAN

Peranan penting dunia pertanian pada masa abad pertengahan
dimunculkan oleh Francois Quesnay (1694 - 1774) yang mem-
bawa mazhab Physiokratisme (physis = alam dan krato =
menguasai). Aliran ini menunjang tinggi pertanian dan memuji
jalan kodrat, hingga melarang pemerintah untuk mencampuri
berputarnya roda perekonomian. Menurut mereka hanya alam
yang ada isinya, maka pertanian dianggap sebagai dasar pokok
dari kehidupan perekonomian. Bukan pedagang (ajaran
Merkantilisme) akan tetapi pertanianlah yang mendatangkan

12 A M. Saefuddin, Pasar Ekspor Hasil Pertanian Indonesia, {Bogor : UNIDA, 2000,
hlm. 3.
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manfaat. Pertanianlah yang merupakan sumber kemakmuran yang
sungguh-sungguh. Sebab, hanya pertanian saja yang dapat
mendatangkan hasil lebih (produit net) di atas pembiayaan. Karena
lain-lain usaha manusia itu tidak ada yang dapat mendatangkan
hasil lebih, maka hanya pertanian yang harus membayar pajak."

Kemakmuran negara seringkali ditandai oleh tingginya tingkat
efektivitas pertanian. Di negara yang miskin umumnya lebih dari
60 persen penduduknya bekerja untuk menghasilkan bahan
makanan, sedangkan di negara-negara yang relatif kaya jumlah
mereka untuk itu hanya berkisar antara 12 sampai dengan 15
persen, dan jumlah produksi bahan makanan seringkali melebihi
kebutuhan dalam negeri sendiri, sehingga dapat diekspor ke
negara-negara lain. Karena itu negara-negara maju dapat mem-
bebaskan sebagian penduduknya dari sektor pertanian dan bekerja
di sektor industri sekunder dan tersier. Ini menunjukkan ke-
mampuan petani menghidupi bangsanya,'*

Petani-petani paling efesien di dunia adalah petani Amerika
Serikat. Petani di negara industri termaju itu jumlahnya kurang
dari 10 persen dari seluruh penduduk, namun demikian seorang
petani mampu menghasilkan bahan pangan untuk 70 orang. Uni
Soviet dan Polandia ternyata memiliki petani yang paling tidak
efesien, masing-masing hanya mampu memberikan bahan pangan
10 dan enam orang, Selanjumya dalam pada urutan kedua terbesar
dalam rasio adalah Inggris, satu orang mampu menghidupi 62
orang. Jerman Barat di urutan ketiga, dengan rasio seorang petani
untuk 37 penduduk

Terdapat lima arti penting pertanian yaitu: (1) sebagai sumber
pokok mata pencaharian, (2) sebagai sumber persediaan pangan
dan lahan di sebuah perekonomian, (3) sebagai pasar pokok
industri, (4) sebagai sumber pendapatan dalam perdagangan luar
negeri dan (5) sebagai sumber pasokan sumber daya bagi sektor-
sektor perekonomian lainnya.*>

Di negara-negara berkembang, pertanian merupakan sumber

13 Tohir, op. cit., hlm.18.
14 frawan dan Suparmoko, op. cit., hlm. 8 -9,
13 Gjcat dan Ardnt, op. cit., him. 401 — 403.
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utama penyedia kesempatan kerja dan mata pencaharian. Semakin
terbelakang sebuah perekonomian semakin bergantung pula
perekonomian yang bersangkutan pada pertanian. Sebuah negara
dengan pertanian yang buruk tidak dapat menopang penduduk
yang berjumlah besar. Karenanya negara yang bersangkutan akan
tetap miskin dengan jumlah penduduk yang sedikit, hanya sebatas
kemampuannya menopang penduduk. Sebelum minyak bumi
tampil sebagai fakior penting di Timur Tengah dan beberapa negara
Afrika, lahan yang terdiri dari padang pasir hatpir tidak dapat
menopang jumlah penduduk yang sedikit, karena pertanian yang
buruk. Sebuah negara dengan kondisi iklim yang cukup baik untuk
pertanian cenderung berpenduduk banyak. ltulah sebabnya,
mengapa delta-delta yang luas di Cina dan India berpenduduk
banyak dan mengapa pulau Jawa di Indonesia dan beberapa bagian
Luzon di Filipina berpenduduk sangat padat.’

Data menunjukkan bahwa andil pertanian dalam produksi,
ekspor dan lapangan kerja menurun dengan tajam dalam semua
kategori negara berkembang pada tahun-tahun belakangan ini.
Orang dapat menyimpulkan atas dasar gejala-gejala ini bahwa
pertanian berkurang pentingnya. Ini tidak benar. Di Sub Sahara
Afrika tahun 1965, misalnya, sekitar 220 juta orang bergantung
dari pertanian untuk mata pencaharian mereka. Menjelang tahun
1985, jumlah ini meningkat sampai hampir 310 juta. Angka yang
sama di Asia masing-masing lebih dari 1.350 juta dan 1.675 juta.
Dengan kata lain, meskipun arti relatif pertanian dalam ekonomi
menurun, makin banyak jumlah orang yang untuk mata pen-
caharian tergantung dari kesempatan dalam ekonomi pedesaan.
Bank Dunia baru-baru ini memperkirakan bahwa dalam 30 tahun
mendatang, kira-kira 380 juta pekerja baru akan memasuki pasar
tenaga kerja Sub Sahara Afrika dan dari jumlah itu paling banyak
hanya 40 juta dapat ditampung dalam sektor formal di kota-kota.
Sisanya harus mendapat penghasilan di sektor informal atau di
daerah pedesaan.’” Sektor pertanian adalah sumber persediaan

16 Ibid.
17 P Pronk, Sedunia Perbedaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm.
238 -239.
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pangan dan bahan mentah yang diperlukan dalam proses mo-
dernisasi sebuah negara. Pangan, apakah itu beras, jagung, ikan,
daging, dihasilkan sektor pertanian. Pertanian juga sumber bahan
mentah untuk industri yang langsung atau tidak langsung di-
gunakan oleh industri pangan seperti tanaman pangan, tanaman
perdagangan seperti tebu dan buah-buahan dan bahan-bahan yang
digunakan di sektor-sekktor industri lainnya seperti kayu, serat,
karet, dan bahan mentzh alami yang digunakan dalam pembuatan
obat-obatan, sandang, konstruksi dan industri-industri lainnya.'®

Dalam perekonomian negara yang sedang tumbuh, pen-
dapatan yang diperoleh dari sektor pertanian menjadi dasar
permintaan akan produksi industri. Surplus pendapatan petani
dari barang yang mereka hasilkan menjadi dasar pengeluaran
untuk sandang, perumahan dan alat perlengkapan termasuk ber-
bagai barang sederhana untuk keperluan petani, pupuk, pestisida
dan juga mesin-mesin.

Banyak negara bergantung pada tanaman ekspor pertanian
untuk pendapatan internasionalnya. Contohnya banyak. Malaysia
bergantung pada karet, minyak sawit dan hasil hutan. Filipina
bergantung pada gula, kelapa, serat pisang-pisangan (abaca),
pisang. Muangthai bergantung pada beras, jagung, ketela pohon.
Ghana tergantung pada coklat, Brazil dan Kolombia pada kopi,
Bangladesh pada serat goni. Sebelum minyak bumi mendominasi
pendapatan ekspor pada tahun 1970-an, Indonesia sangat ber-
gantung kepada pendapatan dari karet, kopi, dan kopra.

Sektor pertanian menyumbangkan sumber daya tambahan ke
berbagai sektor perekonomian lainnya dengan berkembangnya
pembangunan. Sumber daya ini dapat berbentuk modal tambahan
atau penyediaan tenaga kerja tambahan. Pengalihan modal dapat
terjadi melalui beberapa cara. Pembebanan pajak atas hasil-hasil
pertanian menghasilkan penerimaan pemerintah. Pendapatan yang
diterima oleh petani dan pemilik tanah sebagian dapat dijadikan
tabungan yang selanjutnya disalurkan ke sektor industri. Pene-
rimaan ekspor digunakan untuk mengimpor keperluan sektor-

18 gjcat dan Ardnt, op. cit., hlm. 402
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sektor ekonomi lainnya. Dalam kaitan inilah pertanian membantu
menyediakan kebutuhan industri akan devisa. '

Menurut Pronk,"* di banyak negara berkembang, kebijakan
pemerintah memberi prioritas kepada kota dan pembangunan
industri berskala besar. Kebijakan yang dijuluki pertumbuhan “oleh
kota, dari kota, dan untuk kota.” Pandangan ini sedikit memper-
hatikan kesibukan di pedesaan dan menganggap sektor pertanian
terutama sebagai sumber pangan yang murah dan hasil tanaman
ekspor. Pangan diperlukan untuk mencegah pefgolakan politik
di kota. Penghasilan devisa dari ekspor produk pertanian berguna
untuk membiayai investasi di bidang industri dan konsurnsi dalam
kota dan di sekelilingnya. Tindakan untuk mendorong industri
mengakibatkan alokasi sepihak sarana produksi yang sangat me-
rugikan pertanian. Investasi dalam pertanian tidak banyak. Dana
pemerintah yang ditetapkan dalam pertanian, terutama dipakai
untuk usaha tani lebih modern yang menghasilkan untuk ekspor,
atau ke perusahaan "parastatal” (tidak langsung bekerja untk
negara) dan bukan ke sektor pertanian pribumi skala kecil.

Bea atas ekspor produk pertanian yang dipungut pemerintah
secara berlebihan, menyebabkan tidak ada reinvestasi dalam
pertanian, dan tidak banyak membantu sektor pertanian. Kurs
valuta yang terlalu tinggi akan menyebabkan volume ekspor dan
penghasilan yang rendah. Lagi pula, kalau ini digabung dengan
ekspor surplus pertanian oleh negara kaya, akan menyebabkan
ekspor yang berlebihan dari gandum murah. Keadaan ini me-
rugikan penanaman pangan domestik yang melibatkan sebagian
besar produsen kecil. Akan tetapi, pangan murah sesuai dengan
kebijakan upah rendah yang diperlukan untuk memajukan
industrialisasi. Petani kecil yang menghasilkan pangan untuk pasar
domestik dirugikan dua kali lipat: penyimpangan yang meng-
untungkan kota dan pembangunan industri serta perlakuan
preferensial untuk produksi skala besar tanaman ekspor dalam
sektor pertanian itu sendiri.

Di tahun-tahun terakhir, ada tanda-tanda perubahan, sebagian

19 pronk, op. cit,, hlm. 240.
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akibat kemacetan ekonomi dan diikuti oleh program penyesuaian
dan pembaruan. Pemerintah kini lebih menyadari perlunya men-
dorong pertanian maupun industri. Mereka mengakui akibat
pemerahan sektor pertanian selama bertahun-tahun dan perlunya
syarat-syarat perdagangan yang lebih baik untuk daerah pedesaan
dalam urusan mereka dengan kota dan pasar luar negeri. Bea
ekspor diturunkan, sehingga menghilangkan beberapa rintangan
ekspor. Penyesuaian kurs valuta juga mempunyai pengaruh yang
menguntungkan sektor pertanian, mengendalikan impor dan
mendorong ekspor. Akibat penyesuaian kurs valuta dan kebijakan
harga yang sengaja ditujukan untuk meningkatkan produksi, harga
pangan naik, sehingga menguntungkan produsen. Namun, gejala
ini mempunyai sisi negatif: pertama, tidak semua petani marjinal
dan kecil menjadi penjual netto dari pangan. Untuk mereka yang
mencari nafkah di sektor informal di kota, dan juga mereka yang
tidak memiliki tanah dan pekerja musiman di daerah pedesaan sen-
diri, kenaikan harga pangan tanpa kenaikan upah berarti ke-
munduran dalam taraf hidup.

Meskipun terdapat tanda-tanda bahwa industrialisasi di masa
mendatang akan terus memainkan peranan penting dalam men-
dorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pekerjaan untuk
penduduk yang bertambah dengan cepat, namun pertanian juga
akan tetap sangat penting. Di tahun 1980-an, kelompok negara
berpenghasilan rendah berhasil melipatgandakan laju pertumbuhan
hasil pertanian menjadi enam persen {dari tiga persen di tahun
1970-an). Di satu pihak prestasi ini akibat teknik revolusi hijau,
di pihak lain akibat kebijakan pertanian yang lebih berorientasi
pasar. Di tahun 1980-an, Asia berhasil mencapai swasembada
dalam beras dan membuat kemajuan penting dalam produksi
tanaman pangan lain seperti padi-padian dan jagung. Kini terdapat
kebutuhan yang meningkat untuk mengembangkan teknik baru
supaya dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan ini, lebih
disukai di bidang pertanian tadah hujan.®

Di Indonesia luas lahan yang digunakan untuk pertanian serta

20 1hid, him., 319.
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produktivitasnya beragam menurut jenis tanamannya. Produksi
padi (padi sawah dan padi ladang) mengalami fluktuasi dari tahun
ke tahun yakni 51,1 juta ton (tahun 1996), 49,4 juta ton (tahun
1997), 50,87 juta ton (tahun 1999) dan 51,18 ton (tahun 2000).
Produktivitas padi 44,2 kuintal/hektar (tahun 1996), 44,3 kuintal/
hektar (tahun 1997), 42,52 kuintal/hektar (tahun 1999) dan 44,09
kuintal/hektar (tahun 2000). Luas panen pada tahun 2000 tercatat
11, 608 juta hektar.

Sementara itu, baik luas panen maupun produk51 jagung dalam
tahun 1997 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, yaitu 9,307 juta ton menjadi 8,770 juta ton, tetapi
meningkat pada tahun 1998 menjadi 10,169 juta ton dan meng-
alami penurunan kembali menjadi 9,204 juta ton (tahun 1999)
dan 9,344 juta ton (tahun 2000). Produktivitas jagung pada tahun
2000 adalah 27,01 kuintal/hektar.

Hal yang sama juga terjadi pada tanaman ubi kayu, pro-
duksinya selama periode 1996-1998 yakni 17,00 juta ton (1996),
15,134 juta ton (1997), 14,696 juta ton (1998), tetapi meningkat
menjadi 16,458 juta ton pada tahun 1999 dan menurun kenbali
15,351 juta ton pada tahun 2000. ..

Selain itu untuk tanaman palawija lainnya, yaitu ubi jalar,
kacang tanah dan kacang kedelai pada periode 1996-1999 pro-
duksinya mengalami penurunan dan meningkat sedikit pada tahun
2000. Produksi tanaman sayur-sayuran yang dipanen sekaligus di
Indonesia pada tahun 1996 sebesar 4,7 juta ton, sementara pro-
duksi tanaman sayuran yang sama pada tahun 1997 diperkirakan
mencapai 3,8 juta ton. Produksi tertinggi didominasi oleh tanaman
kubis sebesar 1,4 juta ton, dan tanaman kentang sebesar 848.100
ton. Kedua jenis tanaman sayuran tersebut juga mempunyai hasil
per hektar tertinggi dibandingkan dengan tanaman sayuran
lainnya, yaitu 21,8 tonvhektar untuk kubis dan 154 ton/hektar
untuk tanaman kentang. Sementara produksi wortel merupakan
produksi terendah dibanding tanaman sayuran lainnya, yaitu
230.000 ton. Sedangkan hasil per hektar terendah adalah bawang
merah dengan produksi 7,6 ton/hektar. Selama tahun 1999
produksi total bawang merah adalah 323,855 ton, kentang 924.058
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ton, wortel 286.536 ton dan kubis 1.447.910 ton.

Produksi tanaman buah-buahan di Indonesia terdiri dari buah
alpukat, mangga dukw/langsat, durian, jeruk, pepaya, salak, nanas,
rambutan, pisang , sawo, dan jambu. Pada tahun 199, produksi
buah-buahan terbanyak terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera. Pro-
duksi buah-buahan Indonesia pada tahun tersebut mencapai 5,9
juta ton dengan pisang sebagai produksi terbanyak yaitu mencapai
2,8 juta ton. Produksi jeruk dan mangga berturnt-turut adalah
623.100 ton dan 605,000 ton. Sedangkan produksi jenis buah lain-
nya berkisar dari 53.000 ton hingga 365.100 ton. Pada tahun 1999
produksi mangga, jeruk, pepaya, dan apel mengalami penurunan,
kecuali pisang yang mengalami kenaikan.

Pada tahun 1995 terjadi penurunan jumlah perusahaan untuk
tanaman cengkeh dan kapok. Sementara tanaman kopi, kakao,
dan tebu mengalami kenaikan, sedangkan yang lainnya tidak
mengalami perubahan. Pada tahun 1996, jumlah perusahaan karet,
kelapa, kopi dan kapuk mengalami penurunan, sebaliknya jumlah
perusahaan kelapa sawit, kakao dan cengkeh mengalami kenaikan,
sedangkan jumlah perusahaan lainnya tidak mengalami per-
ubahan. Pada tahun 1997, diperkirakan jumlah perusahaan per-
kebunan karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, dan teh akan
mengalami peningkatan sedangkan jumlah perusahaan per-
kebunan rami diperkirakan mengalami penurunan. Sedangkan
jumlah perusahaan perkebunan lainnya diperkirakan tidak akan
mengalami perubahan.

Luas tanaman karet perkebunan besar pada tahun 1997
diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 5,7 persen di-
bandingkan tahun sebelumnya, namun produksinya menurun
sebesar 7,4 persen. Sementara itu luas tanaman kelapa sawit pada
perkebunan besar diperkirakan akan mengalami peningkatan dari
1.146.300 hektar (tahun 1996) menjadi 1.296.800 hektar (tahun
1997) dan pada tahun 2000 mencapai 2.118.800 hektar. Produksi
inti sawit, meningkat dari 626.600 ton (tahun 1996) menjadi
927.500 ton (tahun 1997) dan 943.217 won (tahun 2000). Produksi
minyak kelapa sawit justru mengalami peningkatan besar dari
2.569.500 ton (tahun 1996) menjadi 4.081.100 ton (tahun 1997)
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dan 4.267.549 won (tahun 2000}.

Menurut fungsinya, hutan dibagi menjadi hutan lindung,
hutan produksi, hutan suaka dan hutan wisata. Perkembangan
produksi kehutanan cenderung meningkat sejak 1983/1984 hingga
1993/1994, kecuali kayu gergajian. Tetapi sejak 1994/1995
produksi mengalami penurunan dan baru pada tahun 1997
meningkat lagi yaitu kayu bulat 26,069 juta meter kubik (m3),
kayu gergajian 3,426 juta m® dan kayu lapis 10,247 juta m>.

Populasi ternak besar yang terdiri dari sapi perah, sapi potong,
kerbau dan kuda pada tahun 1999 tercatat masing-masing 334.000
ekor, 12.102.000 ekor, 2.859.000 ekor dan 579.000 ekor. Populasi
kambing pada tahun 1999 tercatat 14.121.000 ekor, domba
7.502.000 ekor dan babi 9.353.000 ekor. Populasi ayam kampung
pada tahun 1999 adalah 265.998.000 ekor, ayam ras pedaging
418.940.000 ekor dan itik manila 26.284.000 ekor.

Produksi perikanan tahun 1997 mencapai 4,8 juta ton yang
meliputi perikanan laut, perairan umum dan budidaya.
Peningkatan produksi penangkapan ikan di laut maupun perairan
umum pada tahun 1997 disebabkan bertambahnya armada
perikanan.?! Jumlah ini menmgkat terus sehingga pada tahun 1999
jumlahnya 5.112.400 ton.

C. INDUSTRI

Industri merupakan sektor yang sangat penting dalam pem-
bangunan sebuah negara. Walaupun memang ada perbedaan fun-
damental dalam hubungan produksi antara sistem kapitalis dan
sosialis, namun cara membangun di negara-negara Barat dan
Sosialis pada dasarnya adalah sama, yaitu melalui proses indus-
trialisasi. Proses industrialisasi ini kerap kali praktis merupakan
inti dari pembangunan ekonomi. Bahkan pembangunan atau
perkembangan ekonomi sering didentikkan dengan industrialisasi.
Oleh karena suatu keadaan industrial merupakan arah tujuan pem-
bangunan. Sistem ekonomi sosialis mengartikan industrialisasi se-
bagai suatu proses dalam perkembangan ekonomi, di mana bagian

21 Birg Pusat Statistik, Tahun 1997, him. 140 - 14)
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yang makin besar dari sumber-sumber nasional dimobilisasikan
guna membangun suaiu struktur ekonomi domestik yang secara
teknologis mutakhir dan beragam. Ini ditandai oleh suatu sektor
manufaktur yang dinamis yang memiliki dan menghasilkan savana-
sarana produksi dan barang-barang konsumsi, yang kesemuanya
marmpu menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi bagi
perekonomian secara keseluruhan serta mampu mencapai
kemajuan ekonomi dan sosial. Pengertian di atas jelas tidak berbeda
dari pengertian dunia kapitalis mengenai industrialisasi.*?

Buruh yang berasal dari kaum tani dapat membuat jalan-jalan
tetapi dengan tangan kosong tidak mungkin dapat membuat truk.
Dam-dam dapat dibangun tetapi tidak mungkin membuat
generator dan jaringan listrik. Dengan perkataan lain juga di-
perlukan peralatan industri. Bagaimana peralatan tersebut di-
peroleh? Persoalan-persoalan ini diatasi dengan memperluas sektor
mesin dan peralatan (sektor pembuatan peralatan modal). Tetapi
perekonomian yang terbelakang tidak mempunyai sektor ini.
Akibatnya, adalah bahwa dalam tahap pertama industrialisasi,
sebelum inti sektor industri yang dapat berkembang sendiri
dibentuk, suatu bangsa terbelakang harus memperoleh peralatan
itu dari luar negeri. Ini dapat ditempuh dengan salah satu dari
tiga cara: (1) dengan membeli peralatan tersebut dari negara-negara
industri melalui perdagangan luar negeri secara normal, (2)
peralatan yang diperlukan dapat diperoleh melalui penanaman
modal asing bila suatu perusahaan negara maju memilih untuk
membangun di negara terbelakang, dan (3} devisa yang
dibutuhkan untuk membeli peralatan industri dapat juga diperoleh
dari grant ataupun pinjaman yang diberikan negara-negara maju
lainnya atau badan-badan PBB, seperti Bank Dunia. Dari ketiga
cara memajukan industrialisasi, cara yang paling penting adalah
perdagangan luar negeri.?

Beberapa ahli?* menyarankan bahwa prioritas investasi di

22 Rahardjo, op. cit., hlm. 225.

23 Robert L Heilbroner, Terbentuknya Masyarakat Ekonomi, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1982), hlm. 298,

#* [rawan dan Suparmoko, op. cit., him. 231 — 232,
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negara sedang berkembang hendaknya bersifat menghemat modal.
Mula-mula hendaknya ditekankan pada kenaikan produksi per-
tanian, karena biasanya pada bidang ini hanya dibutuhkan relatif
sedikit kapital dengan memperkenalkan cara-cara atau metode
baru. Titik berat pada produksi pertanian akan menjamin naiknya
pendapatan di desa-desa yang berarti naiknya pendapatan rakyat.
Hal ini akan menaikkan daya beli hingga mampu untuk membeli
hasil-hasil indusuri sehingga menciptakan atau memperluas pasar
dalam negeri. Bersama itu pula dapat menyediakan kelebihan hasil
pertanian tersebut untuk penduduk yang bekerja di sektor industri
atau sektor lainnya.

Bersama-sama dengan ekspansi produksi pertanian juga di-
dorong untuk berdirinya industri barang-barang konsumsi. Untuk
industri semacam it dibutuhkan jumlah kapital yang relatf sedikit
serta dibutuhkan sedikit tenaga ahli. Sebaliknya sektor ini akan
segera mendapat pasar karena daya beli di sektor pertanian sudah
naik. Dalam waktu yang sama pemerintah dengan segala usahanya
mendapatkan kapital melalui ekspor, pinjaman luar negeri dan
sebagainya untuk pembangunan transportasi dan tenaga listrik.
Di samping itu juga tidak dapat diabaikan pentingnya bidang pen-
didikan, kesehatan, dan perencanaan kota.

Pada tingkat ini, setelah keahlian dan kapital dalam negeri
sedikit demi sedikit tersebut, setelah pasar dalam négeri menjadi
cukup luas dan semua fasilitas tambahan telah berkembang maka
tiba waktunya untuk mendirikan indusiri-industri barang kapital
yang bersifat padat modal yang lebih kompleks sifatnya.

Politik ini mendapat kritik yaitu bahwa cara perkembangan
tersebut sangat lambat. Kritik berasal dari mereka yang menghen-
daki pembangunan secara drastis dan cepat terutama dari negara-
negara sedang berkembang yang mengalami tekanan penduduk.

Colin Clark?* mendefinisikan industri primer sebagai industri
yang bertumpu pada pertanian, kehutanan, dan pertambangan.
Kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan dasar dan langsung mem-
peroleh sumbernya dari alam, seperti kekayaan lahan, alam dan

25 Sicat dan Ardnt, op. cit., hlm. 453.
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bahan tambang. Dengan demikian produk primer adalah hasil
pertanian, dan produk-produk yang berupa ikan, ternak dan hasil
hutan, di samping juga bahan tambang, seperti bijih tembaga, besi
dan sebagainya. Industri sekunder lebih mengacu kepada kegiatan-
kegiatan yang memerlukan pengolahan lebih lanjut dari produk-
produk primer. Dengan demikian, pengolahan barang yang ber-
bahan mentah primer dalam pabrik, misalnya pengolahan bijian
padi menjadi beras (penyosohan) atau produk-proguk beras seperti
tepung beras dan mie atau pasta, merupakan aspek industri. Pem-
buatan baja adalah pengolahan batu bara dan besi, tekstil adalah
pengolahan lebih lanjut kapas, sutra dan serat-seratan lainnya baik
yang alami maupun yang sintetis. Bahan mentah benang sintetis
berasal dari industri kimia yang sumber bahannya adalah minyak
bumi dan bahan kapas. Industri sekunder atau manufaktur karena-
nya merupakan perangkat kegiatan yang sangat berbeda. Industri
ini merangkum pengolahan mulai dari produk-produk dasar per-
tanian, bahan tambang dan produk-produk konsumsi akhir lainnya
sampai ke pembuatan mesin-mesin yang paling canggih.

Dengan dibangunnya pabrik-pabrik, industri konstruksi men-
jadi lebih penting artinya baik yang dibangun itu pabrik besar
ataupun yang kecil. Sektor tersier melayani baik sektor primer
maupun sektor sekunder. Karenanya pengangkutan, komunikasi
dan pelayanan air bersih dan tenaga listrik termasuk ke dalam
sektor ini. Perdagangan, baik eceran maupun perdagangan besar,
adalah industri tersier. Juga pelayanan pemerintah secara luas
diklasifikasikan sebagai sektor tersier.

Proses industrialisasi di Indonesia sangat‘nyata dirasakan
terutama melihat pada laju perkembangan 1v:nit-unit usaha skala
besar yang sangat pesat. Pertumbuhan jumlah perusahaan
konglomerat, misalnya di sektor manufaktur, dalam sepuluh tahun
belakangan ini sangat besar. Memang selama ini, pemerintah lebih
banyak menaruh perhatian terhadap perkembangan industri-
industri besar daripada unit-unit usaha kecil. Alasannya, karena
kelompok industri pertama dianggap sebagai motor penggerak
utama proses industrialisasi, khususnya perkembangan serta
pertumbuhan output di sektor manufaktur Indonesia. Kebijakan
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yang mengandung bias ini memberi dampak yang tidak terlalu
favourable terhadap perkembangan serta pertumbuhan output di
indusri kecil dan rumah tangga. Padahal, kelompok industri ini
sangat penting, karena terutama menyerap jauh lebih banyak
tenaga kerja dibandingkan industri skala menengah dan besar,
dan secara potensial sangat berguna untuk meningkatkan tingkat
efesiensi dan fleksibilitas industri nasional melalui fungsinya
sebagai subkontraktor dari kelompok industri yang lebih besar,
seperti yang dipraktekkan sejak lama di Jepang, Taiwan, dan Korea
Selatan.?

Struktur manufaktur Indonesia selalu berubah, diukur dari
sumbangan masing-masing kelompok industri yang besar dalam
nilai tambah total manufaktur. Seperti halnya negara-negara dalam
tahap awal industrialisasi, pengolahan pangan (termasuk industri
tembakau) merupakan bagian terbesar. Termasuk ke dalam industri
penting lainnya adalah industri tekstil, hasil-hasil baju, kimia dasar
(terutama pupuk) dan alat pengangkutan. Industri manufaktur
Indonesia tumbuh amat cepat dari akhir tahun 1960-an sampai
ke awal 1980-an. Terjadi juga perubahan besar-besaran dalam
industri, seperti terlihat dalam sumbangan industri pengolahan
pangan yang menurun, dan semakin pentingnya beberapa kegiatan
antara barang modal. Akan tetapi, sesudah 1982 laju pertumbuhan
menurun dengan tajam. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi
pertumbuhan cepat tahun 1970-an--laju pertumbuhan PDB yang
tinggi dan import replacement--tidak lagi berlangsung dengan tingkat
yang sama, dan ekspor hasil manufaktur secara komparatif masih
kecil, tetapi tetap berkembang. Menurunnya laju pertumbuhan
manufaktur mencerminkan adanya masalah struktural yaitu
difficult second stage of import substitution, sesudah terjadinya tahap
perkembangan industri yang relatif mudah dan kuat.”

Di Indonesia, klasifikasi industri terdiri dari makanan, minum-
an dan tembakau (31), tekstil, pakaian jadi dan kulit (32), kayu
dan produk dari kayu termasuk alat-alat rumah tangga dari kayu

26 Tambunan, Tulus T. H. , op. cit., hlm. 143.
27 Sicat dan Ardnt, op. cit., him, 456-459.
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(33), kertas dan produk dari kertas, percetakan dan pénerbitan
(34), kimia dan produk dari kimia, minyak bumi, batu bara, karet
dan produk dari plastik (35), produk galian nonlogam kecuali
minyak bumi dan batu bara (36}, logam dasar (37), produk logam,
mesin dan perlengkapannya (38) dan industri pengolahan lainnya
(39).%

Di Indonesia, indusiri dibedakan atas industri besar (berskala
pekerja 100 orang atau lebih), sedang (berskala pekerja 20-99
orang), kecil (berskala pekerja 5-19 orang) dan rumah tangga.
Data mengenai industri kecil dan rumah tangga tidak tersedia setiap
tahun. Pada tahun 1997 nilai output industri besar dan sedang
diperkirakan mencapai Rp 270.471 miliar dengan nilai tambah
atas dasar harga pasar sebesar Rp. 104.209 miliar . Kenaikan nilai
tambah industri besar dan sedang yang paling tajam terjadi pada
periode tahun 1894-1997 yaitu sebesar 74,1 persen. Nilai tambah
dan nilai output terbesar pada tahun 1997 terdapat pada golongan
industri barang dari logam, mesin dan peralatannya, masing-
masing sebesar Rp 24.386 miliar dan Rp 60.965 miliar. Kemudian
diikuti oleh golongan industri makanan, minuman, dan tembakau
sebesar Rp 19.715 miliar untuk nilai tambah dan nilai output
sebesar Rp 53.284 miliar. Sedangkan nilai tambah dan nilai output
terkecil pada tahun 1997 terdapat pada golongan 39 yaitu industri
pengolahan lainnya, sebesar Rp 908 miliar untuk nilai tambah
dan Rp 2.162 miliar untuk nilai output. Demikian pula untuk
biaya input pada tahun 1997 yang terbesar adalah dari golongan
industri barang dari logam, mesin dan peralatannya sebesar 36.579
miliar dan yang terkecil dari industri pengolahan lainnya sebesar
Rp 1.254 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 1996 baik nilai
output, biaya input dan nilai tambah pada tahun 1997 diperkirakan
mengalami kenaikan. Besarnya kenaikan tersebut masing-masing
untuk nilai output, biaya input, dan nilai tambah secara berturut-
turut adalah 10,8, 10,3 dan 11,6 persen (BPS, 1997: 239).
Kontribusi industri pengolahan terhadap PDB, menurut tiga
subsektor (nonmigas, pengilangan minyak bumi dan gas alam cair)

28 Tambunan, loc. cil.
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dan struktur perrambuhan (1989-1994), menunjukkan bahwa di
dalam ekonomi Indonesia, industri manufaktur semakin penting
dibandingkan dengan dua jenis industri lainnya tersebut. Peranan
sektor manufaktur dilihat dalam benituk kontribusi outputnya dan
diversifikasi produknya meruapakan salah satu indikator yang
menunjukkan tingkat industrialisasi di suatu sistem ekonomi.
Peranan sektor manufakuur di Indonesia menandakan bahwa lingkat
industrialisasi di dalam perekonomian nasional semakin tinggi.”®

Produksi utama pertambangan Indonesia adalah minyak bumi,
gas alam, timah, batu bara, bauksit, bijih nikel, emas, perak, pasir
besi, aspal dan bijih mangan. Dari produksi tersebut, minyak bumi
dan gas alam merupakan hasil tambang yang sangat besar
pengaruhnya dalam perekonomian Indonesia, karena hingga kini
kedua hasil tambang tersebut merupakan mata dagangan ekspor
utama. Pada tahun 1997 produksi minyak bumi Indonesia sebesar
544,7 juta barrel dan pada tahun 1999 menurun menjadi 494,7
juta barrel.. Produksi gas alam sejak tahun tahun 1993 ierus me-
ningkat setiap tahun. Pada tahun 1997 produksi gas alam Indonesia
mencapai 3.165,7 juta MCE, tetapi menurun pada tahun 1999
menjadi 3.068,3 juta MCE Sebagian besar kebutuhan tenaga listrik
di Indonesia dipenuhi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan
sebagian lainnya dipenuhi di luar PLN dan pada tahun 1997 di-
perkirakan produksi yang dijual sebesar 64.724 ribu MWh.
Sedangkan produksi gas kota diperkirakan 989,7 jutam’®. Produksi
air minum pada tahun 1997 diperkirakan mencapai 1.651 juta
m3, Sebagian air minum bersumber dari sungai atan mata air. Sektor
konstruksi berupa penjualan ramah meningkai dengan pesat sejak
tahun 1978. Pada tahun 1997, sampai dengan 30 September, sudah
dicairkan dana sebesar 1.023,2 miliar rupiah untuk kredit
pemilikan rumah melalui Bank Tabungan Negara.®®

D. KONSEP TENTANG JASA
Sektor jasa telah mengambil peranan penting dalam
menyumbang produk domestik bruto berbagai negara. Dinegara-

29 Ibid, hlm. 145.
30 gps, 1997, hlm. 240 - 241.
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negara berpenghasilan rendah sumbangan sektor jasa pada tahun
1965 adalah 33 persen dan pada tahun 1986 meningkat 37 persen.
Di negara berpenghasilan menengah sumbangan sektor jasa 49
persen pada tahun 1965 dan 51 persen pada tahun 1986.
Sedangkan di negara berpenghasilan tinggi sumbangannya adalah
55 persen pada tahun 1965 dan 63 persen pada tahun 1986.*

Laju pertumbuhan sekior pertanian yang merupakan sektor
primer sangat menurun, sedangkan sektor industri memiliki laju
pertumbuhan rata-rata per tahun yang cukup stabil dan tinggi
selama Pelita 1. Perubahan struktur ekonomi di Indonesia me-
nunjukkan bahwa sektor sekunder (termasuk manufaktur dan
konstruksi) dan tersier (termasuk sektor bank dan lembaga
keuangan lainnya) menjadi lebih penting daripada sektor-sektor
primer dalam pembentukan atan pertumbuhan Produk Domestik
Bruto (PDB). Pada tahun 1985 sektor primer masih unggul dengan
memiliki hampir 49 persen dari PDB, sedangkan sektor sekunder
dan tersier masing-masing hanya sekitar 22 dan 30 persen. Pada
tahun 1993 pangsa sektor primer turun sebesar 44 persen menjadi
sekitar 27 persen. Sedangkan pangsa PDB dari sektor sekunder dan
tersier tumbuh masing-masing sebesar 40,5 dan 40 persen hingga
masing-masing mencapai 30,21 dan 42,1 persen.**

Pada tahun 1997 sektor perdagangan, hotel, dan restoran
menyumbang sebesar 16,87 persen dari PDB, pengangkutan dan
komunikasi menyumbang 7,43 persen, keuangan, pexsewaan dan
jasa perusahaan menyumbang 9,04 persen, dan jasa-jasa lainnya
(pemerintahan umum dan swasta) menyumbang 8,70 persen. Pada
tahun 1999 sektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbang
16,40 persen dari PDB, pengangkutan dan komunikasi me-
nyumbang 5,90 persen, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
menyumbang 6,32 persen, dan jasa-jasa lainnya (pemerintahan
umum dan swasta) menyumbang 8,64 persen.®

Sumbangan minyak dan gas bumi dalam perdagangan ekspor

31 pronk, op. cit., him. 146.

32 Tambunan, op. cit., hitm. 41.

33 Bps, 1997, hlm. 549 dan Berita Resmi Statistik, Januari 2001 (www.bps.
orid.com}
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Indonesia sampai tahun 1989 mencapai 39,2 persen dari total
ekspor (22,1589 miliar dolar AS) dan pada 1990 mencapai 43,1
persen (25,6753 miliar dolar AS) . Tetapi sejak 1991 persentase ini
terus menurun yang menandakan bahwa sektor lainnya semakin
meningkat peranannya. Pada tahun 1998 sumbangan minyak dan
gas bumi hanya 16,1 persen (48,847 miliar dolar AS) dan pada
tahun 1999 mencapai 20,) persen (48,665 miliar dolar AS).

E. POTENSI ZAKAT SEKTOR-SEKTOR EKGNOMI
Berdasarkan uraian dalam B, C, dan D tersebut di atas, dapatlah
diketahui bahwa sektor-sektor dalam perekonomian modemn me-
rupakan objek penting dalam pembahasan zakat. Sektor pertanian
hampir tidak memiliki perkembangan yang mencolok di-
bandingkan dengan masa-masa yang lalu. Sektor ini hampir ke-
selurahannya diusahakan oleh masyarakat baik dalam skala kecil,
menengah maupun besar. Hanya saja setelah negara ikut dalam
persoalan-persoalan yang dihadapi di dunia pertanian, ada bagian-
bagian yang di